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I. Latar Belakang 

1. Kondisi Umum 

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dalam pentahapan Grand Strategi Polri 

tahap ke-IV yaitu “excellent”, Tahun 2021 juga merupakan tahun kedua 

setelah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, perkembangan lingkungan 

strategis masih akan dipengaruhi oleh dinamika pada tahun 2020. 

Selain itu, isu-isu global yang masih dirasakan dan masih menjadi 

pembahasan intensif seperti  dicabutkan subsidi bahan bakar minyak, isu 

naiknya tarif dasar listrik, kerusakan lingkungan hidup, pemanasan global, 

perubahan iklim, demokratisasi, sertaperlindungan terhadap Hak Asasi 

Manusia. Kondisi lingkungan strategis global juga masih dihadapkan pada 

berbagai permasalahan diantaranya : masih adanya konflik dibeberapa 

Negara Timur Tengah, belum pulihnya krisis ekonomi di sebagian negara 

Eropa, serta perubahan geo politik di Asia Timur. 

 

Berbagai isu global baik bidang politik, ekonomi dan berbagai kejahatan 

transnasional maupun konvensional serta arus informasi yang berkembang 

dengan cepat telah mendorong pesatnya perubahan berbagai aspek 

kehidupan yang berskala internasional, nasional maupun regional yang 

mempengaruhi perkembangan lingkungan strategis. Fenomena ini akan 

berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara didalam negeri, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, 

dan keamanan yang pada gilirannya akan memberikan pengaruh terhadap 

perkembangan keamanan dalam negeri.  

Demokratisasi kawasan Arab, sengketa perbatasan di Laut Tiongkok 

Selatan, permasalahan perbatasan wilayah negara, konflik di Myanmar, 
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gerakan separatis di Thailand Selatan dan Filipina Selatan, munculnya China 

dan India sebagai negara industri baru, perdagangan bebas ASEAN dan 

China (CAFTA), peningkatan jumlah penduduk kawasan, masalah tenaga 

kerja Migran, isu Melanesian Brotherhood dan pemberlakuan Masyarakat 

Ekonomi Asean (MEA) merupakan kondisi lingkungan strategis tingkat 

regional yang tidakmungkin untuk diabaikan. 

 

Berbagai situasi,dalam konteks perkembangan lingkungan strategis nasional, 

yang terjadi pada tahun 2020 masih akan mewarnai dinamika lingkungan 

strategis nasional tahun 2021, diantaranya : konflik sosial, kelompok kriminal 

bersenjata di Papua, kelompok teroris di Poso dan jejaringnya, isu-isu yang 

berkaitan dengan intoleransi beragama, kebijakan pemerintah di bidang 

energi dan pertambangan, keberadaan aliran sesat, bencana alam, Korupsi 

Kolusi dan Nepotisme, dan perkembangan 4 (empat) kelompok jenis 

kejahatan. 

 

Perkembangan dinamika lingkungan strategis tersebut, tentunya memiliki 

critical point yang berpotensi menimbulkan kerawanan gangguan Kamtibmas 

yang apabila tidak dikelola dan diantisipasi dengan baik, dapat berkembang 

serta mempengaruhi stabilitas keamanan dalam negeri. Selain itu, kondisi 

politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan, juga dapat mempengaruhi 

situasi keamanan dalam negeri. 

 

Di bidang politik dirasakan bahwa pendidikan, komunikasi dan partisipasi 

politik masih belum sepenuhnya mampu memperkuat sendi-sendi demokrasi. 

Adakalanya kebebasan dan keterbukaan diaktualisasikan dengan cara-cara 

yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti 

pemaksaan kehendak melalui pengerahan kekuatan massa, money politic, 

black campaign, dan perbuatan lain yang melanggar rambu-rambu hukum. 

Isu penghormatan terhadap HAM masih digunakan sebagai isu politik untuk 

menekan pemerintah. 

 

Proses demokratisasi yang masih terus berlangsung harus dijaga dan 

dikawal, terutama proses Pemilihan Umum sebagai bentuk pelibatan 

langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Selain itu, 

menguatnya kepentingan elit-elit tertentu yang memperebutkan sumber daya 
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mendorong munculnya pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah 

Otonomi Baru, baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. 

 

Selain dihadapkan pada tantangan global, regional dan nasional, Polri juga 

dihadapkan pada banyaknya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap 

pelaksanaan tugas dan kinerja Polri yang sampai saat ini belum seluruhnya 

dapat kita penuhi. Kita masih sering mendengar bahwa masyarakat 

menuntut dan mengharapkan agar Polri mampu mewujudkan: 

a. postur yang professional, bersih, mandiri dan bebas dari Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme (KKN); 

b. keberadaannya di tengah-tengah masyarakat dapat memberikan rasa 

aman dan tenteram; 

c. Polri mampu memberikan pelayanan yang prima, tidak mempersulit, 

cepat dan tuntas dalam menyelesaikan masalah; 

d. penampilan yang simpatik, humanis tapi tegas, bermoral dan modern; 

e. Polri yang lebih terbuka (transparan) dan tanggung jawab (akuntabel) 

dalam setiap tindakan; 

f. fungsi Intelijen Kepolisian yang professional dan mampu memberikan 

early detection (deteksi dini) dan early warning (peringatan dini) dalam 

rangka mengantisipasi dan mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas; 

g. penegakan hukum yang tegas, jujur, benar dan adil (tidak diskriminatif 

dan memenuhi rasa keadilan), terutama terhadap kejahatan yang 

meresahkan masyarakat, yang didukung dengan terjaminnya 

transparansi dalam proses penyidikan perkara. 

Dalam pelaksanaan tugas, Pimpinan Polri melalui Visi, Misi dan 

Kebijakannya dalam rangka mempercepat pembenahan Polri, dijabarkan ke 

dalam empat strategi antara lain : 

a. penguatan bidang pembinaan; 

b. penguatan bidang operasional; 

c. penguatan bidang sinergi polisional; dan 

d. penguatan bidang pengawasan. 

Penguatan bidang pembinaan meliputi pembinaan program Sumber Daya 

Manusia, program Sistem Anggaran, program Sarana dan Prasarana dan 
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program Penataan Sistem dan Metode melalui percepatan Reformasi 

Birokrasi Polri. 

 Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa tahun 2020 yang telah 

berlalu akan lebih difokuskan pada kesiapan operasional maupun pembinaan 

guna percepatan perwujudan ”Mendinamisir dan meningkatkan pelayanan 

masyarakat yang prima dan sinergi polisonal yang produktif dengan 

didukung kecukupan kesejahteraan personel Polri guna menghadapi kondisi 

daya saing bangsa dan keunggulan nasional”. Tahun 2021 merupakan 

tahapan kedua dari excellence yaitu organisasi unggulan yang akan 

dihadapkan kepada perkembangan lingkungan strategis yang sarat dengan 

fenomena yang tidak mungkin dihindari karena pada era globalisasi saat ini 

dunia telah berkembang seolah tanpa batas, perkembangan teknologi 

informasi dan transportasi yang sangat pesat dan isu global lainnya seperti: 

demokratisasi, perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup, pemanasan 

global mengakibatkan mobilitas dan informasi, barang, jasa dan manusia dari 

suatu negara kenegara lain sangat cepat. 

Kondisi ini akan berdampak pada perkembangan kejahatan seperti 

Korupsi, terorisme, pencucian uang, cyber crime, penyelundupan manusia, 

narkotika, penyelundupan senjata dan penyelundupan barang memerlukan 

perhatian untuk penanganan secara serius dan komprehensif bekerjasama 

dengan instansi terkait. 

Pelaksanaan tugas Polri pada tahun 2021 sebagai pemelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta pelindung, 

pengayom dan pelayan masyarakat guna mewujudkan keamanan dalam 

negeri telah dapat menunjukkan keberhasilan yang cukup membanggakan, 

ditandai dengan semakin kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban 

masyarakat serta semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap 

Polri, hal ini menjadi modal awal dalam membangun keikutsertaan 

masyarakat, lembaga/ Instansi terkait menuntut dan mengharapkan agar 

Polri mampu mewujudkan : 

a. postur Polri yang profesional, bersih, mandiri dan bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (KKN); 
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b. keberadaan ditengah-tengah masyarakat dapat memberikan rasa aman 

dan tenteram; 

c. Polri mampu memberikan pelayanan yang prima, tidak mempersulit, 

cepat dan tuntas dalam menyelesaikan masalah; 

d. penampilan yang simpatik, humanis tapi tegas, bermoral dan modern; 

e. Polri yang lebih terbuka (transparan) dan tanggungjawab (akuntabel) 

dalam setiap tindakan; 

f. fungsi Intelijen Kepolisian yang profesional dan mampu memberikan 

early detection (deteksi dini) dan early warning (peringatan dini) dalam 

rangka mengantisipasi dan mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas; 

g. penegakan hukum yang tegas, jujur, benar dan adil (tidak diskriminatif 

dan memenuhi rasa keadilan), terurama kejahatan yang meresahkan 

masyarakat, yang didukung dengan terjaminnya transparansi dalam 

proses penyidikan perkara. 

Pencapaian sasaran prioritas Polri tahun 2021 tetap mengacu pada 

keberhasilan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, maupun 

keberhasilan yang masih akan dicapai baik dibidang operasional, dan 

pembinaan kekuatan serta pembangunan kekuatan pada tahun 2021 yang 

diselaraskan dengan 11 (sebelas) Program prioritas Kapolri agar dapat 

berjalan dengan efektif dan efisien guna mencapai sasaran yang diharapkan. 

Perkembangan dan perubahan yang terjadi di tengah kehidupan 

masyarakat juga merupakan bahan masukan yang harus diperhitungkan 

dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021. 

Perubahan tersebut meliputi perkembangan lingkungan strategis global 

dan regional maupun berbagai aspek kehidupan masyarakat bidang Ideologi, 

Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Keamanan (Ipoleksosbud dan Kam) 

perlu menjadi perhatian karena berpotensi dapat berkembang menjadi 

gangguan Kamtibmas terutama berkaitan dengan konflik sosial, separatisme, 

kejahatan jalanan dan gangguan agenda berskala nasional maupun 

internasional. 

Selanjutnya kondisi eksternal dan internal Polri Polres Merangin yang 

dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis 
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tersebut akan dianalisa dengan pendekatan SWOT yang digambarkan 

sebagai berikut: 

a. Pekembangan Aspek Kehidupan 

1) Global 

Perkembangan aspek global merupakan perkembangan isu-isu 

global yang akan terus menerus mewarnai, mempengaruhi dan 

memberikan dampak terhadap lingkungan strategis saat ini, yaitu 

antara lain : fluktuasi harga minyak dunia, perubahan iklim, krisis 

ekonomi, dominasi negara maju, dinamika / politik dan keamanan 

internasional, tuntutan demokratisasi dan Hak Asasi Manusia, 

serta perubahan kekuatan dunia yang meliputi aspek ideologi, 

politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang berubah 

secara dinamis, spesifik dikemukakan sebagai   berikut : 

a) Konflik Timur Tengah dengan munculnya ISIS (Islamic State 

of Irak and Syiria) menggambarkan perebutan sumber-

sumber ekonomi vital (minyak bumi dan gas) melalui strategi 

“pengelabuan“ dalam melakukan propaganda “Khilafa 

Alislamiah” sudah mengarah sebagai ancaman global; 

b) pengakuan PBB dan negara Uni Eropa tentang keberadaan 

Negara Palestina; 

c) kemajuan teknologi militer yang dicapai oleh negara-negara 

dikawasan Asia dengan konsep pengadaan teknologi nuklir 

yang menjadi ancaman negara Adi Daya; 

d) nilai-nilai global seperti HAM, lingkungan hidup, demokrasi 

dan keterbukaan telah dijadikan alat untuk menekan negara-

negara berkembang; 

e) kasus penyanderaan nelayan internasional, termasuk 

Indonesia oleh perompak Somalia di perairan Somalia dan 

Abu Sayyaf di perairan Pilipina Selatan, mempengaruhi 

transportasi perdagangan internasional; 

f) perubahan Iklim dan pemanasan global sangat 

mempengaruhi habitat kehidupan manusia diseluruh dunia; 
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2) Regional 

  Perkembangan aspek kehidupan regional merupakan 

perkembangan isu-isu regional yang akan terus menerus 

mewarnai, mempengaruhi dan memberikan dampak terhadap 

lingkungan strategis saat ini yaitu antara lain : konflik politik dan 

keamanan dikawasan Asia Tenggara, sengketa perbatasan 

negara baik perbatasan darat, laut dan udara, kerjasama antara 

negara Asean dibidang ekonomi, pertahanan dan keamanan yang 

secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap 

perkembangan kehidupan negara yaitu sebagai berikut : 

a) destabilisasi politik dibeberapa Negara Asia (Thailand, 

Filipina, Myanmar) serta konflik perbatasan antara Thailand 

dan Kamboja, dan konflik Korut dan Korsel, Konflik antara 

Jepang dengan China telah mempengaruhi keamanan 

kawasan regional; 

b) Negara-negara Asia Timur telah menunjukan kekuatan 

ekonomi di tengah krisis ekonomi global, sehingga menjadi 

harapan sebagai lokomotif pemulihan krisis ekonomi global; 

c) masih berkembang ideologi radikal dibeberapa Negara Asia 

Tenggara mempengaruhi meluasnya ancaman teror. 

 

d) kawasan Asia Tenggara khususnya wilayah perairan 

Indonesia, merupakan posisi silang berbagai sea lines of 

communications (SLOC) dari negara – negara sekitar yang 

akan mengakibatkan konflik kepentingan antar negara; 

e) spesifikasi wilayah perbatasan Indonesia dengan negara 

tetangga seperti Philipina, Malaysia, Singapura, Thailand 

dan Vietnam serta negara Timor Leste, merupakan potensi 

konflik yang dapat mengancam stabilitas kawasan dengan 

gangguan masalah perbatasan laut, pemanfaatan sumber 

daya laut dan penggunaan wilayah laut. 

3) Nasional 
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Perkembangan aspek kehidupan nasional merupakan 

perkembangan isu-isu nasional yang akan terus menerus 

mewarnai, mempengaruhi dan memberikan dampak terhadap 

lingkungan strategis saat ini yaitu antara lain : posisi silang 

Indonesia yang strategis membawa peluang bagi perkembangan 

perekonomian nasional dan kawasan Asia Pasifik sekaligus 

mengandung ancaman kriminalitas yang bersifat transnasional, 

penyebaran penduduk yang tidak merata secara kualitas dan 

kuantitas menjadi kendala dalam akselerasi pembangunan 

nasional, eksplorasi dan eksploitasi alam yang tidak 

memperhatikan prinsip pemeliharaan lingkungan hidup, euforia 

pada fenomena kehidupan berbangsa, bernegara dan 

bermasyarakat mengarah kepada serba boleh dan mengabaikan 

aturan hukum yang berlaku, tuntutan perlindungan hak asasi 

manusia dan tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya 

pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN berpotensi menjadi 

sumber ancaman dan gangguan keamanan dalam negeri 

Indonesia, yang secara spesifik dapat dikemukakan sebagai 

berikut : 

a)  Aspek Geografi  

(1) letak geografis Indonesia berada pada posisi silang 

diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Australia 

serta dua Samudra yaitu Samudra Indonesia dan 

Samudra Pasifik berbatasan langsung dengan 10 

(sepuluh) negara yakni Malaysia, Singapura, Filipina, 

Papua Nugini, Timor Leste, Australia, India, Thailand, 

Vietnam dan Repulik Palau yang mempunyai potensi 

kerawanan masalah perbatasan baik masalah pada 

perbatasan darat, laut dan udara; 

(2) letak Geografis Indonesia berada pada kawasan 

Lempeng Indo Australia, Lempeng Eurasia dan 

Lempeng Pasifik yang rawan berpotensi terjadinya 

bencana gempa bumi dan bencana Tsunami 
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khususnya Pantai Barat Sumatera, Selatan Jawa, 

Selatan Nusa Tenggara, Maluku dan Pantai Utara 

Papua, disamping banyaknya gunung berapi yang 

rawan dan berpotensi terjadinya bencana gunung 

meletus, bahaya banjir pada musim penghujan dan 

bencana kekeringan diberbagai daerah di musim 

kemarau. 

b) Aspek Demografi  

(1) jumlah penduduk Indonesia saat ini berjumlah + 255,5 

juta jiwa yang terdiri dari 525 suku bangsa yang 

menganut berbagai ajaran agama yaitu Islam, Kristen, 

Hindu, Budha, Kong Hu Cu dan berbagai aliran 

kepercayaan. Kemajemukan ini jika tidak dikelola 

dengan baik maka berpotensi terjadinya konflik baik 

konflik horizontal maupun konflik vertikal; 

 

(2) sebaran penduduk Indonesia secara kualitas dan 

kuantitas masih belum merata diberbagai daerah dan 

masih terpusat di Pulau jawa sehingga pemerataan 

prioritas pembangunan nasional masih terkesan 

diutamakan dilakukan di Pulau Jawa. 

 

c) Aspek Sumber Daya Alam  

(1) sumber daya alam mineral (emas, perak, biji besi, nikel, 

batubara, bauksit, mangan, tembaga), gas dan minyak 

bumi merupakan andalan pemasukan devisa negara 

dari sektor pertambangan yang dikelola oleh Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) dan melalui Penanaman 

Modal Asing (PMA), dan oleh pihak swasta/asing baik 

dalam maupun luar negeri; 

(2) hutan di Indonesia yang terdiri dari hutan lindung, hutan 

produksi dan hutan suaka marga satwa telah 

memberikan andil yang besar sebagai produksi hasil 

hutan yang terbarukan dan dapat mendukung 

pembangunan nasional yang berkelanjutan (sustainable 
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development),  namun apabila tidak dilakukan 

pengelolaan dengan baik dan tidak memperhatikan 

aspek pelestarian lingkungan dan rantai ekosistem 

maka akan berpotensi terjadinya perusakan lingkungan 

baik terhadap keberlanjutan flora dan fauna serta 

lingkungan lainnya sebagai akibat dari perambahan 

hutan yang tidak terkendali. 

 

d) Aspek Ideologi 

(1)  setelah Badan Pembinaan Pelaksanaan Pendidikan 

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 

(BP7) dibubarkan, tidak ada lagi lembaga ataupun 

pihak yang berkompeten berupaya untuk 

mensosialisasikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai 

Dasar Negara Indonesia, sehingga implementasi butir-

butir Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa danbernegara kurang favorit dan terabaikan; 

(2) masih terdapat kelompok masyarakat yang 

menginginkan terbentuknya negara Islam dengan 

faham ajaran agama Islam sebagai fundamennya, 

sehingga apabila tidak dilakukan antisipasi secara 

cepat dan tepat akan berpotensi terjadinya konflik 

maupun perpecahan dalam kelompok masyarakat yang 

pada gilirannya akan menggangu stabilitas keamanan 

dan menghambat pembangunan nasional. 

e) Aspek Politik 

(1) reformasi birokrasi pemerintah khususnya dalam upaya 

peningkatan pelayan publik dan mewujudkan 

pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN 

tampaknya masih menghadapi jalan yang terjal dan 

berliku karena hingga saat ini masih terjadi komplain 

masyarakat terhadap standar pelayanan publik 

pemerintah dan masih terjadinya korupsi diberbagai 

instansi dan diberbagai lini yang melibatkan para 



11 

RENJA POLRES MERANGIN TAHUN 2021 

anggota legislatif dan para pejabat di pusat maupun di 

daerah, sehingga kondisi tersebut menurunkan 

kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik 

pemerintah; 

(2)  permasalahan otonomi daerah sebagai implementasi 

dari undang-undang otonomi daerah, pemerintah 

daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah 

belum dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di 

daerah sebagai daerah penghasil sumber daya alam 

yang memberikan kontribusi kepada pemerintah pusat, 

sehingga muncul konflik kepentingan secara vertikal 

antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat 

yang apabila tidak diantisipasi dengan baik berpotensi 

terjadinya konflik sosial; 

(3) permasalahan otonomi khususnya untuk Papua dan 

Aceh dan D.I. Yogyakarta memunculkan aspirasi yang 

sama dari daerah lain untuk diberlakukan otonomi 

secara khusus tanpa mempertimbangkan prinsip 

negara kesatuan dan tata ruang yang proporsional; 

(4) pemekaran wilayah diberbagai daerah memunculkan 

masalah karena prosesnya terkesan dipaksakan oleh 

sekelompok orang atau tokoh tertentu yang berusaha 

mencari dukungan di daerah maupun di pusat dengan 

tidak melalui kajian yang komprehensip tentang 

terbentuknya suatu daerah otonom seperti batas 

wilayah dan sumber daya manusia yang terbatas 

secara kualitas dan kuantitas, sehingga berpotensi 

terjadinya konflik horizontal dan vertikal serta 

instabilitas keamanan; 

(5) struktur politik di Indonesia baik supra maupun 

infrastruktur politik belum sepenuhnya mampu 

menghasilkan keputusan Politik yang kuat baik bagi 

pemerintah maupun bagi partai politik, hal ini 

disebabkan masih banyaknya kasus korupsi yang 



12 

RENJA POLRES MERANGIN TAHUN 2021 

melibatkan pejabat negara baik di pusat maupun di 

daerah, pelayanan publik yang belum baik, netralitas 

birokrasi dan sistem multi partai belum berhasil 

meningkatkan pendidikan politik masyarakat, sehingga 

muncul diantaranya kelompok-kelompok pergerakan 

nonpartai baik berupa Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) maupun organisasi Masyarakat (Ormas) dan 

kelompok sosialis demokrat lainnya; 

(6) proses politik dalam pengambilan keputusan berupa 

voting masih mencerminkan pemecahan masalah 

(politik liberalis), sedangkan proses pemilihan umum 

(Pemilu) baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu 

Presiden dan wakil Presiden RI dan Pemilihan Kepala 

Daerah (Pilkada) dalam proses penyelenggaraannya 

sangat rawan berpotensi terjadinya gangguan 

Kamtibmas karena munculnya berbagai 

kepentingandengan perkuatan massa yang relatif besar 

sehingga apabila tidak segera diantisipasi dengan baik 

akan menimbulkan konflik horizontal dan konflik 

vertikal. Hal ini menunjukkan bahwa proses politik 

demokratis belum menunjukkan iklim dan budaya politik 

yang benar, budaya politik masih bersifat 

berpandangan sempit atau picik (parokial), primordial, 

oportunis, nepotis, feodal dan anarkis, indikatornya 

antara lain masih adanya pengarahan kekuatan massa 

politik sebagai kelompok penekanan yang bernuansa 

kekerasan dan destruktif. 

f)  Aspek Ekonomi 

(1) potensi sumber daya energi dan mineral  pada tahun 

2020 semakin berkurang disebabkan oleh banyaknya 

permintaan pasar internasional, selain itu lokasi sumber 

energi dimaksud sebagian besar berada di dalam 

kawasan hutan lindung yang harus tetap dilestarikan 

untuk mencegah kerusakan lingkungan;    
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(2) dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro dan 

momentum pertumbuhan ekonomi nasional ditengah 

perlambatan ekonomi dunia, kebijakan moneter di titik 

beratkan pada kesetabilan tingkat suku bunga dan 

pengendalian inflasi, namun disatu sisi kebijakan 

penerbitan suku bunga obligasi, suku bunga nasional 

dan Obligasi Republik Indonesia (ORI) yang tidak 

disertai pengawasan yang baik sehingga menguras 

devisa negara untuk membayar bunga; 

 

 (3) isu pertambangan mengalami stagnasi dengan tidak 

adanya investasi baru, kerena hambatan-hambatan 

seperti isu tumpang tindih lahan tambang dan hutan, 

lingkungan, otonomi daerah, fiskal, peraturan 

perundang-undangan yang kurang kondusif, jaminan 

kepastian hukum dan keamanan investigasi serta 

maraknya gangguan pertambangan liar; 

 

(4) pemberlakuan kawasan perdagangan bebas ASEAN-

China atau Asean China Free Trade Area (ACFTA) dari 

Tahun 2010 dan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA) Tahun 2016 mengakibatkan berbagai 

produk china dan negara ASEAN lainya membanjiri 

pasaran di Indonesia dengan harga murah dan 

kompetitif, hal ini akan mempengaruhi terhadap pasar 

produk dalam negeri. Perdagangan bebas memberikan 

keuntungan terutama pada konsumen dengan berbagai 

macam produk dan harga yang lebih murah, kondisi 

tersebut menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha 

yang produknya tidak dapat bersaing yang dapat 

mematikan usahanya sekaligus akan menciptakan 

pengangguran; 

 

(5) infrastruktur pada aspek transportasi belum dilakukan 

secara merata hingga ke pelosok negeri, hal ini secara 

langsung maupun tidak langsung memunculkan 
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kecemburuan sosial dan korban diskriminasi dari 

beberapa daerah terutama di luar Pulau Jawa; 

 

(6) pertumbuhan sektor pertanian masih banyak 

menghadapi kendala yang disebabkan oleh 

tergusurnya lahan pertanian menjadi pemukiman dan 

industrialisasi dibeberapa daerah sehingga 

swasembada beras dan kebutuhan pokok dan pangan 

menimbulkan ketergantungan kepada negara lain dan 

fluktuasi harga komoditas pangan dunia berpengaruh 

terhadap harga dan ketersediaan barang di dalam 

negeri. Akibatnya ketahanan pangan nasional rentan 

terhadap pengaruh negara asing sebagai penghasil 

pangan; 

 

(7) potensi sumber daya hutan, kelautan dan perikanan 

belum dimanfaatkan secara optimal, kerena kurangnya 

modal dan investasi, terbatasnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang handal, sumber daya manusia yang 

terampil dan sarana prasarana yang belum memadai di 

samping pengelolaannya yang belum memperhatikan 

prinsip-prinsip pemanfaatan yang berkelanjutan. 

g)  Aspek sosial budaya 

(1) adanya kelompok masyarakat yang dalam pemahaman 

ajaran agamanya masih kurang sehingga dalam 

implementasinya memunculkan gejala fanatisme sempit 

dan berupaya untuk memanipulasi terhadap 

kepentingan kelompok politik tertentu. Dalam faham 

yang dianutnya ajaran atau gerakan tersebut sifatnya 

memprovokasi ajaran agama yang telah ada dengan 

mendoktrinisasi melalui ajaran yang diyakininya adalah 

ajaran yang paling benar dengan tanpa berdasarkan 

ilmu ajaran agama yang sesungguhnya; 
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(2) kemajemukan adat istiadat dan budaya daerah 

merupakan kekayaan potensi nasional yang dapat 

ditransformasikan cenderung semakin berpengaruh luar 

pada sistem nilai, norma dan tata laku masyarakat yang 

dapat menimbulkan gejala krisis indentitas. Penanaman 

nilai-nilai luhur budaya bangsa yang bersumber dari 

kebhinekaan masayarakat telah dilakukan secara 

berkelanjutan, namun belum mampu menjadi andalan 

untuk menangkal dan menyaring pengaruh budaya 

asing. Perkembangan masyarakat yang mengarah 

kepada sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan 

nilai budaya bangsa antara lain : individualistis, 

materialistis, konsumtif, perilaku anarkis destruktif, 

merosotnya nilai-nilai budi pekerti, kepedulian sosial, 

kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan bangsa, 

gaya hidup bebas dan menurunnya kesadaran hukum 

masyarakat serta secara perlahan terkikisnya budaya 

malu; 

(3) pembangunan pariwisata, pendidikan dan olahraga 

diproyeksikan telah mendapat dukungan anggaran 

yang cukup besar dari negara, namun dalam 

implementasinya ditemukan berbagai macam 

permasalahan diantaranya munculnya korupsi, dan 

tidak nyamannya para wisatawan domistik dan manca 

negara pada tempat wisata yang diakibatkan oleh 

buruknya kondisi sektor pariwisata yang ada, hal ini 

disebabkan oleh munculnya aspirasi untuk mewujudkan 

kepentingan kelompoknya masing-masing yang pada 

gilirannya dapat merugikan dan menghambat 

perkembangan dan pembangunan di bidang 

pendidikan, olahraga dan pariwisata; 

 

 

h)  Aspek keamanan 
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(1) gangguan kamtibmas ditandai dengan meningkatnya 

intensitas kuantitas dan kualitas kejahatan 

konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan 

terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang 

berimplikasi kontijensi masih tetap mewarnai tahun-

tahun yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh 

dinamika perkembangan kebutuhan dan tuntutan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

dengan berbagai cara dari cara yang legal sampai 

kepada cara-cara yang illegal; 

 

(2) situasi kamtibmas di wilayah pasca konflik antara lain 

wilayah Aceh, Poso, maluku, Lampung, NTB dan 

Papua dalam keadaan kondusif namun belum 

terselesaikan secara tuntas yang sewaktu-waktu konflik 

tersebut akan muncul kembali apabila terprovokasi dan 

dipicu oleh oknum/kelompok tertentu yang tidak 

menginginkan keamanan dan kedamaian di daerah 

tersebut; 

(3) pengamanan pulau-pulau kecil berpenghuni dan daerah 

perbatasan masih perlu pengamanan secara lebih 

terintegrasi dengan instansi/departeman terkait guna 

mensinergikan tujuan dan sasaran serta tahapan 

pengembangan daerah tersebut guna terwujudnya 

pembangunan nasional secara merata, berkeadilan dan 

mensejahterakan. 

 

4) Provinsi Jambi 

Jambi adalah sebuah provinsi di Indonesiayang Ibu kotanya 

berada di Kota Jambi, dibentuk berdasarkan UU No. 61 Tahun 

1958 tanggal 25 Juli 1958, merupakan provinsi yang memiliki luas 

53.435 km2. Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 0,45° 

Lintang Utara, 2,45° Lintang Selatan dan antara 101,10°-104,55° 

Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandung
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Riau
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sebelah Timur dengan Selat Berhala, sebelah Selatan berbatasan 

dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat dengan 

Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu. Kondisi geografis 

yang cukup strategis di antara kota-kota lain di provinsi sekitarnya 

membuat peran provinsi ini cukup penting terlebih lagi dengan 

dukungan sumber daya alam yang melimpah. Kebutuhan industri 

dan masyarakat di kota-kota sekelilingnya didukung suplai bahan 

baku dan bahan kebutuhan dari provinsi ini. 

Luas Provinsi Jambi 53.435 km2 dengan jumlah penduduk 

Provinsi Jambi berjumlah 3.532.126 jiwa atau dengan tingkat 

kepadatan 66,10 jiwa/km2.Sebanyak 57,7% dari jumlah tenaga 

kerja Provinsi Jambi bekerja pada sektor pertanian, perkebunan 

dan perikanan; 15,9% pada sektor perdagangan dan 26,4% pada 

sektor jasa. Dengan kondisi ketenagakerjaan yang sebagian besar 

masyarakat di Provinsi ini sangat tergantung pada hasil pertanian, 

perkebunan sehingga menjadikan upaya pemerintah daerah 

maupun pusat untuk mensejahterakan masyarakat adalah melalui 

pengembangan sektor pertanian. 

Masyarakat Jambi merupakan masyarakat heterogen yang 

terdiri dari masyarakat asli Jambi, yakni Suku Melayu yang 

menjadi mayoritas di Provinsi Jambi sebesar 37,87%. Selain itu 

juga ada Suku Kerinci di daerah Kerinci dan sekitarnya yang 

berbahasa dan berbudaya mirip Minangkabau.Secara sejarah dan 

budaya merupakan bagian dari varian Rumpun 

Minangkabau.Juga ada suku-suku asli pedalaman yang masih 

primitif yakni Suku Kubu dan Suku Anak Dalam.Adat dan budaya 

mereka dekat dengan budaya Minangkabau.Selain itu juga ada 

pendatang yang berasal dari Minangkabau, Batak, Jawa, Sunda, 

Cina, India dan lain-lain. 

Sebagian besar masyarakat Jambi memeluk agama Islam, 

yaitu sebesar 96,5%, sedangkan sisanya merupakan pemeluk 

agama Kristen, Buddha, Hindu dan Konghuchu. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Sumatera_Selatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Sumatera_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Bengkulu
http://id.wikipedia.org/wiki/Minangkabau
http://id.wikipedia.org/wiki/Batak
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Sunda
http://id.wikipedia.org/wiki/Cina
http://id.wikipedia.org/wiki/India
http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/Kristen
http://id.wikipedia.org/wiki/Buddha
http://id.wikipedia.org/wiki/Hindu
http://id.wikipedia.org/wiki/Konghuchu
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Tingkat kesejahteraan penduduk yang tercermin melalui 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 74,35 (data 

update bulan Juni 2016 BPS Provinsi Jambi, IPM Provinsi Jambi 

tahun 2004-2013).Sedangkan angka pengangguran Provinsi 

Jambi sebesar 66.772 atau setara dengan 5,4% penduduk 

Provinsi Jambi usia angkatan kerja.Provinsi Jambi termasuk 

dalam kawasan segitiga pertumbuhanIndonesia-Malaysia-

Singapore (IMS-GT).Jarak tempuh Jambi ke Singapura jalur laut 

melalui Batam dengan menggunakan kapal cepat (jet-foil) ± 5 jam. 

Dengan kondisi suhu udara berkisar antara 26,1 °C sampai 

dengan 31 °C dan luas wilayah 53,435 km2diantaranya sekitar 

60% lahan merupakan kawasan perkebunan dan kehutanan yang 

menjadikan kawasan ini merupakan salah satu penghasil produk 

perkebunan dan kehutanan utama di wilayah Sumatera. Kelapa 

sawit dan karet menjadi tanaman perkebunan primadona dengan 

luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 259.786 hektar 

serta karet mencapai 623.825 hektar.Sementara itu, nilai produksi 

kelapa sawit sebesar 3.110 kg/ha pertahun.Hasil perkebunan 

lainnya adalah karet, dengan jumlah produksi225,702 ton per 

tahun, kelapa dalam (virgin coconut) 119,600 ha menghasilkan 

1.385kg/ha pertahun, casiavera 49,529 ha menghasilkan 2.626 

kg/ha pertahun, serta teh 2.625 ha menghasilkan 2.328 kg/ha 

pertahun.Sementara produksi sektor pertanian yang dihasilkan 

oleh kawasan bagian barat Provinsi Jambi yaitu beras kerinci, 

kentang, kol/kubis, tomat dan kacang kedelai. 

Potensi kekayaan alam di Provinsi Jambi adalah minyak 

bumi, gas bumi, batu bara dan timah putih. Jumlah potensi minyak 

bumi Provinsi Jambi mencapai 1.270,96 juta m3 dan gas 3.572,44 

milyar m3. Daerah cadangan minyak bumi utama di struktur Kenali 

Asam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batang Hari 

dengan jumlah cadangan minyak 408,99 juta barrel. Sedangkan 

cadangan gas bumi utama di Struktur Muara Bulian, Kecamatan 

Muara Bulian, Kabupaten Muaro Jambi dengan jumlah cadangan 

2.185,73 milyar m3. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit
http://id.wikipedia.org/wiki/Karet
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Gas_bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Batubara
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Muaro_Jambi
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Wilayah administratif pemerintahan, pada tahun 2020 

Provinsi Jambi terdiri dari 11 Kabupaten dan kota yang terbagi 

dalam 9 Kabupaten dan 2 kota yaitu : Kabupaten Batang Hari, 

Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 

Kerinci, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh, serta untuk Kota 

Sungai Penuh Polresnya masih bergabung dengan Polres Kerinci, 

sedangkan untuk Polsek di jajaran Polda Jambi terdiri dari 91 

Polsek dan 6 Polsubsektor  (Polsek Urban sebanyak 5 Polsek, 

Polsek Rural sebanyak 78 Polsek dan Polsek Prarural sebanyak 8 

Polsek); 

Isu global maupun nasional, secara langsung maupun tidak 

langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan isu lokal di 

Provinsi Jambi. Isu lokal ini akan meliputi berbagai aspek 

kehidupan masyarakat Jambi, sehingga perlu dilakukan 

pemahaman secara tepat dan akurat semua isu yang berkembang 

agar dapat direncanakan antisipasi sekaligus solusi untuk 

menjaga keberlangsungan pembangunan di Provinsi Jambi.  

 

Perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, 

selain disebabkan oleh berbagai kondisi yang ada didaerah, juga 

karena adanya pengaruh yang terjadi pada lingkungan global, 

nasional dan  Provinsi Jambi.  Agar Polri dalam jajaran Polda 

Jambi dapat secara tepat menyelesaikan permasalahan yang 

muncul, maka dituntut untuk mampu mendeteksi secara dini 

kerawanan yang timbul dan bersumber dari berbagai aspek 

kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut : 

 

a) Ideologi 
 

Di wilayah Propinsi Jambi bagi Organisasi Politik dan 

Organisasi masyarakat lainnya sudah sepenuhnya 

mendasari cara berpikir / pandangan dan menghayati 

Pancasila sebagai satu-satunya Ideologi Bangsa. 
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Gerakan reformasi telah membawa perubahan yang 

cukup besar dalam kehidupan berpolitik masyarakat daerah 

Jambi hal ini terlihat dari meningkatnya kegiatan 

penyampaian aspirasi, unjuk rasa (demonstrasi) khususnya 

yang dilaksanakan oleh kalangan mahasiswa, 

karyawan/buruh, warga transmigrasi, petani dan nelayan. 

 

b) Politik 
 

(1) Pada tahun 2020 akan berlangsung Pemilu Kepala 

Daerah yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Jambi akan dihiasi dengan persaingan antar partai 

politik, masing-masing kandidat calon Presiden, 

persaingan antar individu masing-masing pasangan 

calon dan persaingan simpatisan masing-masing 

calon. 

. 

 

(2) Pemilukada masih diliputi berbagai masalah antara 

lain: 

-  belum mulusnya proses penjaringan dan 

penyaringan para pasangan calon KDH / Wakil 

KDH di lingkungan internal Partai Politik. 

- administrasi sejumlah calon yang tidak memenuhi 

syarat, seperti ijazah palsu. 

- kurang transparannya proses dan mekanisme 

lelang pengadaan dan distribusi logistik 

kebutuhan Pilkada. 

- kecurangan dalam pelaksanaan kampanye 

dengan cara mencuri start, ada tendensi money 

politics termasuk belum membudayanya sikap 

siap kalah di lingkungan pendukung pasangan 

calon yang kalah. 

- keputusan MK yang membolehkan calon 

independen pada Pilkada menimbulkan polemic 

yang terus bergulir khususnya menyangkut 

peraturan pelaksanaan Pemilukada yang akan 
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dilakukan, serta pengaruhnya terhadap rencana 

perubahan Undang-Undang Pemilu dan Partai 

Politik. 

- penegakan hukum masih akan dihadapkan pada 

belum optimalnya kinerja aparatur penegak 

hukum, selain itu dimungkinkan masih terjadi 

mafia peradilan dan diskriminasi dalam 

penerapan hukum. Faktor lainnya yang dapat 

menghambat penegakan hukum hingga saat ini 

masih belum sepenuhnya mendukung pelayanan 

kepada masyarakat pencari keadilan. 

- adanya beberapa kader Parpol yang tersangkut 

kasus korupsi. 

 

c) Ekonomi 
 

(1) Adanya permasalahan tumpang tindih lahan tambang, 

hutan, lingkungan, otonomi daerah yang kurang 

kondusif dan jaminan kepastian hukum dan keamanan 

serta gangguan kegiatan pertambangan liar. 

(2) Pembangunan sektor pertanian masih banyak 

menghadapi kendala antara lain menyusutnya lahan 

pertanian masyarakat akibat tergusur oleh perumahan 

dan industrialisasi serta perusahaan perkebunan yang 

kurang mendapat dukungan dari masyarakat sehingga 

menimbulkan konflik antara masyarakat dengan 

perusahaan. 

(3) kurangnya rasa tanggung jawab pejabat yang 

berwenang mengeluarkan ijin pemanfaatan sumber 

daya hutan, kurangnya pengawasan hutan oleh Polisi 

Kehutanan serta lemahnya mentalitas aparat penegak 

hukum dalam menegakkan pelanggaran hukum di 

bidang kehutanan. 

(4) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

belum menjamin keseimbangan kepentingan antara 

pengusaha dan tenaga kerja, sehingga ada 
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kecenderungan resistensi dari pihak pekerja untuk 

mendesak direvisinya UU ini. 

(5) sengketa lahan / hutan antara pengusaha dengan 

masyarakat masih akan terus terjadi dikarenakan tidak 

adanya kepastian dari pemerintah pusat maupun 

daerah dalam penyelesaian lahan tersebut secara 

tuntas. 

(6) munculnya resistensi dari masyarakat terhadap 

berbagai kebijakan pemerintah karena dianggap 

merugikan masyarakat (gas, kenaikan TDL, BBM, 

dsb). 

(7) masih anjloknya nilai tukar Rupaih terhadap Dolar AS 

hingga mencapai Rp. 13.763,- (tiga belas ribu tujuh 

ratus enam puluh tiga rupiah) berpengaruh dengan 

perkembangan perekonomian di Indonesia. 

d) Sosial  Budaya 
 

(1) kehidupan umat beragama telah mampu 

mempermudah, memperluas dan mengembangkan 

masyarakat untuk melaksanakan ibadah sesuai 

dengan agamanya masing-masing, namun masih 

bersifat formalistik dan belum mampu meningkatkan 

keberimanan dan spiritualitas dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

(2) Beberapa aliran kepercayaan yang dinilai sesat dan 

menyesatkan, meliputi : 

- jamaah Ahmadiyah di tiga kabupaten / kota 

yakni Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun dan 

Kerinci. 

- jamaah Tarikhat Naqsabandiah di Kabupaten 

Batang Hari. 

- majelis Tafsir Al-Qur’an di Kabupaten Merangin 

dan Kerinci. 
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- Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) di Kota 

Jambi, Muara Jambi, Tanjabbar, Tanjabtim dan 

Batang Hari. 

(3) permasalahan pendirian tempat ibadah umat Nasrani 

seperti gereja yang mendapat penolakan dari warga 

setempat dan begitupun dengan pendirian tempat 

ibadah etnis Tionghoa seperti Klenteng dan Vihara 

akan terus dilakukan penolakan oleh warga 

masyarakat setempat. 

(4) masalah peningkatan kesejahteraan tenaga 

kependidikan terutama di daerah – daerah terpencil, 

serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan 

masih kurang mendapat perhatian pemerintah, 

dihadapkan lagi pada sistem pemerataan perluasan 

pendidikan yang kurang baik, pola manajemen yang 

kurang efisien, kurang relevansi pendidikan dengan 

tuntutan perubahan, proses pembelajaran yang 

menekankan pada pencapaian target dengan 

mengabaikan aspek kualitas, pola pengajaran yang 

masih berorientasi pada guru, rendahnya kualitas dan 

kualifikasi mengajar guru. 

(5) masalah pertanahan akan terus menjadi 

permasalahan yang berkembang dimasyarakat, baik 

di daerah perkotaan maupun di desa-desa, 

pemukiman, pertanian / perkebunan maupun daerah 

industri. Kasus pertanahan merupakan masalah 

komplek yang timbul akibat kebijakan pemerintah 

yang terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi dan 

hanya memberi kesempatan kepada perusahaan 

tertentu. Ada dorongan-dorongan khusus dan 

kemudahan-kemudahan untuk perusahaan tersebut, 

yang kini berakibat adanya korelasi positif antara 

pertumbuhan ekonomi itu dengan distribusi 

kepemilikan tanah. 
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e) Agama 

 Beberapa aliran kepercayaan yang dinilai sesat dan 

menyesatkan, meliputi : 

 (1) jamaah Ahmadiyah di tiga kabupaten / kota yakni Kota 

Jambi, Kabupaten Sarolangun dan Kerinci. 

 (2) jamaah Tarikhat Naqsabandiah di Kabupaten Batang 

Hari. 

 (3) majelis Tafsir Al-Qur’an di Kabupaten Merangin dan 

Kerinci. 

f) Keamanan 

 

 (1) kondisi keamanan dapat dilihat dari gangguan 

Kamtibmas, gangguan Kamtibcar Lantas, gangguan 

Kamtibmas non pidana, dan situasi keamanan di 

masing-masing wilayah Kabupaten dan Kota. Secara 

umum situasi keamanan sudah semakin kondusif 

khususnya dibeberapa kabupaten dalam Provinsi 

Jambi, namun dibeberapa daerah tertentu masih 

terjadinya kasus-kasus yang meresahkan masyarakat 

seperti Curas dengan menggunakan Senpi, dan 

perkelahian antar Desa. 

 (2) tertangkapnya jaringan terkait terorisme ISIS di 

Malaysia yang berasal dari berbagai daerah di Jawa 

maka ada kemungkinkan pergeseran lokasi 

konsolidasi dan rekrutmen anggota untuk operasi 

perjuanngan mereka di wilayah Provinsi Jambi yang 

dianggap aman untuk bersembunyi maupun 

merencanakan strategi. 

 (3) Provinsi Jambi merupakan daerah lintas darat 

Sumatera (penghubung antar provinsi) digunakan 

sebagai akses dan tempat untuk melakukan kejahatan 

khususnya Curas / Curat dan Narkoba oleh jaringan 

antar wilayah. 
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 (4) Provinsi Jambi memiliki pelabuhan laut dan daratan 

yang terbuka disepanjang Sungai Batang Hari yang 

sangat dimungkinkan untuk penyelundupan orang dan 

barang dari dan menuju luar negeri. 

 (5) Modus operandi dalam kasus Curanmor terindikasi 

dengan adanya proses pembelian melalui leasing 

dengan uang muka yang sangat ringan yang di back 

up asuransi. 

 (6) Trend situasi Kamtibmas dari tahun ke tahun 

cenderung meningkat, hal tersebut disebabkan 

bertambahnya jumlah penduduk dalam Provinsi Jambi 

dan dampak dari pengaruh perkembangan lingkungan 

strategis, baik global maupun nasional.  

Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah 

hukum Polda Jambi dan jajaran pada tahun 2021 diperkirakan 

akan diwarnai dengan berbagai jenis dan bentuk gangguan 

Kamtibmas baik dalam dimensi kejahatan / tindak pidana maupun 

gangguan keamanan non pidana, hal ini seiring dengan : 

a) kondisi sumber daya alam Provinsi Jambi merupakan PAD 

(Pendapatan Asli Daerah) dan peningkatan perekonomian 

rakyat, dan apabila tidak dikelola dengan baik dapat menjadi 

potensi kerawanan berupa : 

(1) Illegal Logging, illegal mining dan illegal fishing; 

(2) penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam; 

(3) persengketaan lahan antara masyarakat dengan 

perusahaan; 

(4) kerusakan hutan yang dapat menimbulkan bencana 

alam banjir. 

(5) Pembakaran Lahan. 

b) Adanya beberapa aliran kepercayaan di Provinsi Jambi 

diantaranya Jamaah Ahmadiyah, Tarikhat Naqsabandiyah, 

Jamaah Muslimin, Gafatar dan Padepokan Thaha diikuti 
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dengan adanya konflik pendirian tempat ibadah tanpa ijin 

yang ditentang oleh masyarakat, kondisi tersebut 

mengandung kerawanan terhadap eksistensi Pancasila serta 

mengundang reaksi masyarakat yang dapat menyebabkan 

timbulnya konflik horizontal; 

c) Pemekaran wilayah di Provinsi Jambi menimbulkan 

permasalahan karena prosesnya terkesan dipaksakan oleh 

sekelompok orang / tokoh di daerah tersebut dengan 

berusaha mencari dukungan berbagai pihak kerap 

mengabaikan pentahapan prinsip-prinsip daerah otonom 

seperti batas wilayah, partisipasi masyarakat dan suber daya 

yang dimiliki sehingga berpotensi menimbulkan konflik 

horizontal dan vertikal yang dapat mengganggu stabilitas 

Kamtibmas; 

d) Meningkatnya kebutuhan konsumsi listrik untuk industri 

maupun masyarakat yang tidak diimbangi dengan 

penambahan produksi listrik sesuai kebutuhan 

mengakibatkan berkurangnya suplai listrik kepada 

konsumen, sehingga terpaksa dilakukan pemadaman secara 

bergiliran berdampak terhadap terjadinya gangguan 

Kamtibmas antara lain kebakaran dan pencurian arus listrik; 

e) Kurang tertibnya sistem pendistribusian tabung gas elpiji 3 

kg subsidi oleh pemerintah berakibat terjadinya kelangkaan 

tabung gas elpiji 3 kg subsidi yang dapat berimplikasi 

terhadap ketertiban masyarakat; 

f) Sempitnya lapangan pekerjaan ditambah dengan 

beragamnya masalah tenaga kerja yang belum teratasi, 

cenderung masih akan dihadapi serta berpotensi 

menimbulkan gangguan, antara lain : 

(1) masalah PHK 

(2) masalah UMR, UMP dan UMK 
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(3) masalah pesangon dan kesejahteraan pekerja serta 

upaya penghapusan out sourching dll. 

g) Dengan diberlakukannya surat keputusan bersama dua 

Menteri antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 

tahun 2006 tentang pendirian tempat ibadah (penutupan 

tempat ibadah yang dinilai tidak memperoleh ijin) telah 

menimbulkan kontroversi di masyarakat. Masyarakat yang 

menolak beralasan Surat Keputusan Bersama dinilai 

merugikan agama tertentu dan membatasi kebebasab 

kegiatan beragama, mereka semakin sulit untuk mendirikan 

tempat ibadah. Sedangkan menurut kelompok yang 

menyetujui berpendapat bahwa keputusan bersama sudah 

mewakili semua aspirasi dari berbagai kelompok agama, 

perbedaan penafsiran tersebut dapat mengakibatkan konflik 

antar penganut agama, yang merupakan potensi bagi 

timbulnya gangguan Kamtibmas. 

h) Pengelolaan pembangunan sektor pendidikan yang kurang 

terencana dengan baik dan kurangnya pengawasan, dapat 

menimbulkan berbagai kasus yang berkaitan dengan 

pendidikan antara lain : 

(1) kasus ijazah palsu 

(2) masalah ujian akhir nasional 

(3) masalah gelar kesarjanaan dari lembaga pendidikan 

yang tidak memenuhi syarat (Akreditasi) 

(4) penyimpangan dalam penyaluran maupun 

penggunaan dana subsidi Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) 

(5) penerbitan surat tanah / sertifikat ganda oleh Badan 

Pertanahan Nasional, atau Pemerintah Daerah 

setempat kepada beberapa pemilik baik perorangan 

maupun perusahaan, menimbulkan sengketa tanah 

yang berdampak terjadinya konflik horizontal dan 

vertikal. Penyelesaian sengketa tanah yang berlarut-
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larut oleh pemerintah berpotensi terhadap terjadinya 

gangguan Kamtibmas berupa pendudukan lahan oleh 

massa, pencurian hasil kebun milik perusahaan, 

pembakaran / pengrusakan asset milik perusahaan 

hingga terjadinya penganiayaan atau pembunuhan. 

(6) pembukaan lahan perkebunan dengan cara 

membakar hutan pada saat musim kemarau 

menyebabkan timbulnya kabut asap sehingga dapat 

mengganggu kesehatan (ISPA) dan transportasi 

udara. 

 

5) Kabupaten Merangin 

Merangin adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jambi yang 

Ibukotanya berada di kota Bangko, merupakan kabupaten yang 

memiliki Secara geografis, wilayah Kabupaten Merangin terletak 

pada titik koordinat antara 101º32’11’-102º50’00’ Bujur Timur dan 

antara 1º28’23’-1º52’00’ Lintang Selatan, dengan luas sebesar 

7.679 Km atau 767.900 Ha² dalam mendukung jalannya roda 

pemerintahan, pusat pemerintahan Kabupaten Merangin beradadi 

Kota Bangko dengan Jarak dari Kota Jambi (Ibukota Propinsi 

Jambi) ±256 Km. Berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 

1999 tentang pembentukan dan pemekaran wilayah dilingkup 

Propinsi Jambi Secara administrasi wilayah Kabupaten Merangin 

berbatasan dengan :  

· Sebelah Timur : Kabupaten Sarolangun  

· Sebelah Barat :Kabupaten Kerinci  

· Sebelah Utara : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo  

· Sebelah Selatan : Kabupaten Rejang Lebong (Propinsi 

Bengkulu). 

Secara administrasi pemerintahan, pembagian wilayah 

Kabupaten Merangin terus mengalami pemekaran. Upaya 

pemekaran wilayah Kabupaten Merangin tidak lain sebagai bentuk 

mendekatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada 

masyarakat. Sejak tahun 1999, jumlah wilayah Kecamatan di 
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Kabupaten Merangin berjumlah 9 Kecamatan, namun demikian 

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 

Tahun 2007 terjadi pemekaran sejumlah kecamatan sehingga 

jumlah kecamatan menjadi 18 Kecamatan dan Berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2008 terjadi lagi pemekaran 

wilayah kecamatan sehingga jumlah kecamatan menjadi 24 

Kecamatan dan 215 (Dua Ratus Lima Belas) Desa & Kelurahan 

yang terdiri dari 9 (sembilan) Polsek yaitu Polsek Bangko, Polsek 

Pamenang, Polsek Tabir, Polsek Tabir Selatan, Polsek Tabir Ulu, 

Polsek Sei Manau, Polsek Lembah Masurai, Polsek Muara Siau 

dan Polsek Jangkat. 

Selanjutnya, dengan adanya perubahan terhadap wilayah 

administratif Pemerintah Kabupaten Merangin, maka luas wilayah 

dan jarak masing-masing Kecamatan ke Ibu Kota  Kabupaten 

Merangin sebagai berikut : 

 

NO KACAMATAN 
IBUKOTA 

KECAMATAN 

LUAS 
AREA 

(KM) 

LUAS 
AREA 

(%) 

JARAK 

DARI 
IBU 

KOTA 
KAB.  
(KM) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Jangkat  

 Jangkat Timur  

Muara Siau  

Lembah Masurai  

Tiang Pumpung  

Pamenang  

Pamenang Barat  

Renah Pamenang  

Pamenang Slatan  

Bangko 

Bangko Barat  

Batang Mesumai  

Nalo Tantan  

Sungai Manau  

Renah Pembarap 

Muara Madras 

Rantau Suli 

Pasar Muara Siau 

Pasar Masurai 

Sekancing 

Pamenang 

Simp Limbur Merangin 

Meranti 

Tambang Emas 

Bangko 

Pulau Rengas 

Lubuk Gaung 

Sungai Ulak 

Pasar Sungai Manau 

Simpang Parit 

698 

820 

693 

705 

194 

348 

177 

99 

191 

195 

131 

203 

182 

453 

507 

9.08 

10.68 

9.02 

9.19 

2.52 

4.53 

2.30 

1.29 

2.48 

2.54 

1.71 

2.64 

2.37 

5.90 

6.60 

121 Km 

157 Km 

33 Km 

84 Km 

62 Km 

22 Km 

28 Km 

58Km 

32 Km 

26 Km 

15 Km 

31 Km 

28 Km 

48 Km 

38 Km 
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NO KACAMATAN 
IBUKOTA 

KECAMATAN 

LUAS 
AREA 

(KM) 

LUAS 
AREA 

(%) 

JARAK 

DARI 
IBU 

KOTA 
KAB  
(KM) 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Pangkalan Jambu  

Tabir  

Tabir Ulu 

Tabir Selatan  

Tabir Ilir 

Margo Timur  

Tabir Lintas  

Margo Barat  

Tabir Barat  

Sungai Jering 

Rantau Panjang 

Muara Jernih 

Rawajaya 

Rantau Limau Manis 

Sungai Bulian 

Mensango 

Tanjung Rejo  

Muaro Kibul 

303 

242 

288 

124 

288 

54 

125 

156 

504 

3.95 

3.15 

3.75 

1.62 

3.75 

0.70 

1.63 

2.03 

6.56 

54 Km 

28 Km 

38 Km 

40 Km 

38 Km 

68 Km 

14 Km 

30 Km 

58 Km 

 

Jarak yang menghubungkan Kabupaten merangin dengan 
Kabupaten lainnya diprovinsi Jambi : 

-   Kerinci / Sungai Penuh  : 168 Km. 
-   Bungo    :  78 Km.  
-   Tebo     : 125 Km.  
-   Tanjab Barat / Kuala Tungkal : 407 Km. 
-   Tanjab Timur / Muara Sabak : 345 Km. 
-   Kodya Jambi / Jambi  : 252 Km. 
-   Batang Hari / Muara Bulian : 183 Km. 
-  Muara Jambi / Sengeti  : 297 Km. 
-   Sarolangun   :  72 Km. 

 

Jarak Polres Merangin dengan Polsek Jajaran  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

NO POLSEK JARAK (KM) 
WAKTU 

TEMPUH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

JANGKAT 

MUARA SIAU 

LEMBAH MASURAI 

SUNGAI MANAU 

PAMENANG 

TABIR 

TABIR ULU 

TABIR SELATAN  

BANGKO  

137 Km 

45 Km 

62 Km 

42 Km 

32 Km 

31 Km 

28 Km 

42 Km 

6  Km 

5 JAM 

2 JAM 

3 JAM 

1,5 JAM 

30 MENIT 

1 JAM 

2 JAM 

1,5 JAM 

15 MENIT 
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Seiring dengan perkembangan kemajuan Iptek dan 

pelaksanaan pembangunan di berbagai sector, mempunyai 

pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan tatanan 

kehidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Merangin. Dampak 

negatif dari perkembangan aspek kehidupan masyarakat akan 

menimbulkan permasalahan di bidang keamanan dan ketertiban 

masyarakat sehingga untuk meminimalisasi permasalahan yang 

timbul, Polres Merangin beserta jajarannya dituntut untuk mampu 

mendeteksi secara dini kerawanan-kerawanan yang timbul 

sebagai dampak dari perkembangan dinamika berbagai aspek 

antara lain : 

 

a) Ideologi  

Di wilayah Kabupaten Merangin bagi Organissi Politik dan 

Organisasi masyarakat lainnya sudah sepenuhnya mendasari 

cara berpikir / pandangan dan menghayati Pancasila sebagai 

satu - satunya Ideologi Bangsa.  

Gerakan reformasi telah membawa perubahan yang cukup 

besar dalam kehidupan berpolitik masyarakat daerah Jambi hal 

ini terlihat dari meningkatnya kegiatan penyampaian aspirasi, 

unjuk rasa (demonstrasi) khususnya yang dilaksanakan oleh 

kalangan mahasiswa, karyawan/buruh, warga transmigrasi, 

petani dan nelayan 

 

b) Aspek  Politik 

(1)  Amandemen UUD 1945. 

Aspirasi untuk melanjutkan amandemen UUD 1945 

tetap eksis melalui kegiatan yang dikembangkan dengan 

pola penggalangan terhadap akar rumput, namun belum 

akan mengkristal menjadi gerakan nasional. Indikatornya 

adanya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang terdiri 

dari kelompok yang mau kembali ke UUD 45, kelompok 

yang menginginkan perubahan/amandemen secara 

berlanjut, dan kelompok yang menginginkan dikaji ulang 
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hasil amandemen UUD 1945, termasuk hasil kerja 

Makamah Konstitusi. 

 

(2) Otonomi Daerah. 

(a) Otonomi Khusus. 

Pada beberapa daerah otonomi khusus 

berdampak positif terhadap peningkatan APBD yang 

cukup signifikan. Namun demikian manfaat dari 

otonomi khusus belum dapat dirasakan langsung oleh 

masyarakat lokal, karena penggunaan APBD belum 

diprioritaskan oleh elite politik lokal untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, 

sehingga timbul wacana penolakan dari sebagian 

masyarakat lokal untuk mengembalikan Otonomi 

Khusus dan mendorong menguatnya aspirasi 

merdekaseperti referendum. 

 

(b) Pemekaran Daerah. 

Daerah Otonom Baru masih akan menghadapi 

banyak permasalahan, sehingga tujuan ideal dari 

pembentukan daerah belum dapat tercapai. Sebagian 

besar daerah belum dapat membiayai Kontroversial 

dalam penentuan ibu kota daerah yang dimekarkan 

(tidak sesuai dengan UU yang telah ditentukan). 

 

(3) Pelaksanaan Pemilukada 2020. 

(a) Pada tahun 2020 akan berlangsung Pemilu Kepala 

Daerah yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur di 

Propinsi Jambi yang dilaksanakan Masyarakat Jambi 

akan dihiasi dengan persaingan antar partai politik 

dan masing-masing kandidat calon dan akan 

bepengaruh kepada situasi Politik di Tahun 2021. 

(b) Beberapa masalah dalam pelaksanaan Pemilu Kepala 

daerah yang berpotensi terhadap terjadinya gangguan 

keamanan adalah : 
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- Ketidak jelasan pasal dalam peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang Pelaksanaan 

Pemilu Kada serta adanya multi tafsir dalam 

penerapan peraturan perundang-undangan yang 

digunakan dalam pelaksanaan Pemilu Kada bisa 

menjadi sumber konflik.   

- Ketidak siapan KPU Propinsi dan Kabupaten / Kota 

yang berkaitan dengan profesionalisme dan 

mentalitas para petugas dalam penyelenggaraan 

Pemilu. 

- Ketidak siapan Panwas dan aparat keamanan 

dalam mendukung kelancaran Pemilu. 

- Jadwal tahapan Pemilu Kada sering berubah – 

ubah. 

- Keterbatasan dukungan Anggaran dan logistik 

Pemilu. 

- Kerawanan yang bersumber dari Calon Gubernur / 

Wakil Gubernur seperti Track Record negatif calon, 

Mentalitas tidak siap kalah, Incumbent yang ikut 

dalam pencalonan. 

- Kerawanan yang bersumber dari kelompok 

kepentingan dengan memanfaatkan moment 

Pemilu Kada untuk kepentingan kelompoknya 

seperti Kelompok Etnis / Suku, Kelompok sakit hati 

(kelompok yang tidak terakomodir oleh Parpol, dll), 

Kelompok yang tidak puas atas kebijakan dan 

kinerja Pemerintah, Kelompok teroris, dll. 

- Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran 

berpolitik masyarakat dalam berdemokrasi, antara 

lain berupa belum terbentuknya budaya siap kalah 

oleh para  pendukung pasangan calon yang kalah. 

- Yang bersumber dari penegakkan hukum/aparat 

keamanan serta kebijakan Pemda. 

- Kebijakan / tindakan / keputusan dari aparat 

penegak hukum (Penyidik, Penunutut Umum, 
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Hakim / Mahkamah Agung), aparat keamanan dan 

Pemerintah Daerah yang dianggap tidak konsisten, 

tidak tegas, memihak/ diskriminatif, dan melampaui 

batas wewenangnya.Kondisi tersebut berakibat 

kepada timbulnya protes  dari masyarakat sehingga 

terjadi kasus bentrok antar massa pendukung, 

pengrusakan, perkelahian, penganiayaan, dan lain-

lain. 

 

c) Ekonomi 

(1) Berbagai permasalah yang dihadapi dalam pembangunan 

dibidang ekonomi. 

 

(a) Pembangunan Sektor Perbankan. 

Kondisi pembangunan di bidang perbankan 

menghadapi berbagai kendala seperti : belum mampu 

menyediakan kemudahan / aksesibilitas permodalan 

terutama bagi koperasi dan UKM,  masih menghadapi 

kredit macet  (Non Performance Loan/ NPL) terutama 

pada Bank-bank Pemerintah akibat dari krisis moneter 

yang belum terselesaikan, kejahatan perbankan 

nasional masih akan terjadi dengan berbagai modus 

operandi sehingga menurunkan tingkat kepercayaan 

masyarakat pada perbankan nasional. 

 

(b) Pembangunan Sektor Kehutanan. 

Masih tingginya potensi timbulnya pelanggaran 

hukum berupa illegal logging dan perusakan lingkungan 

hidup, bencana alam banjir dan kabut asap. 

 

(c) Pembangunan Sektor Pertanian. 

Sampai Tahun 2021 Indonesia diperkirakan masih 

belum bisa mencukupi kebutuhan pangan khususnya 

beras, kedelai, gula, jagung, susu dan daging. Hal 
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tersebut disebabkan pembangunan sektor pertanian 

masih banyak menghadapi kendala. 

 

(d) Pembangunan Sektor Sumber Daya Energi dan 

Mineral.  

 - Potensi sumber daya energi dan mineral pada tahun 

2021 semakin berkurang dan sebagian 

keberadaannya ada pada kawasan hutan lindung 

sehingga menimbulkan dilema dalam 

pemanfaatannya. 

- Investasi eksplorasi bidang minyak bumi untuk 

sementara belum berkembang secara signifikan, 

sehingga tahun 2021 Indonesia masih tetap menjadi 

negara net importir minyak bumi. Kondisi tersebut 

semakin memberatkan APBN apabila Pemerintah 

harus menanggung subsidi. 

- Isu pertambangan mengalami stagnasi dengan tidak 

adanya investasi baru, karena hambatan-hambatan 

seperti : isu tumpang tindih lahan tambang dan 

hutan, lingkungan, otonomi daerah, fiskal, peraturan 

perundang–undangan yang kurang kondusif, 

jaminan kepastian hukum dan keamanan, serta 

gangguan kegiatan pertambangan liar. 

- Terjadinya berbagai bentuk gangguan keamanan 

dampak dari pembangunan di bidang energi dan 

sumber daya mineral yang belum optimal. 

 

(e) Pembangunan Sektor Perdagangan. 

 

- Kebutuhan beras, gula, daging, dan kebutuhan 

pokok lainnnya  secara nasional setiap tahunnya 

lebih tinggi dari    pasokan    yang    bersumber   dari   

dalam  negeri,  sehingga kerap kali menimbulkan 

kelangkaan dan kenaikan harga di daerah tertentu. 
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- Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Pemerintah 

mengambil kebijakan impor, namun disisi lain timbul 

komplain dari petani dan masyarakat. Selain itu 

kondisi tersebut juga mengundang para pengusaha 

untuk mengimpor komoditi tersebut secara illegal 

sehingga menimbulkan berbagai permasalahan 

antara lain tidak terjaminnya kualitas daging impor 

dari penyakit hewan. Ditemukannya tepung terigu 

impor yg mengandung bahan berbahaya di medan 

dan menurunnya produksi minyak mentah,  

Permasalahan tersebut cenderung masih akan 

dihadapi terkait pemenuhan kebutuhan hidup. 

- Kecenderungan persaingan perdagangan serta 

spekulasi untuk mencari keuntungan dalam berbagai 

bentuk pemalsuan barang dagangan dengan 

menjual barang yang tidak sesuai dengan SNI serta  

penipuan dalam transaksi perdagangan akan tetap 

berlanjut. 

- Tingkat pertumbuhan hypermart (pusat perkulakan) 

yang demikian tinggi baik di perkotaan maupun 

daerah pinggiran telah mematikan sentra-sentra 

ekonomi masyarakat kecil seperti pasar tradisional. 

 

 

(f) Pembangunan Sektor Transportasi. 

- Pembangunan sarana prasarana dan aspek 

pendukung transportasi belum sepenuhnya 

memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan jasa 

transportasi yang memiliki keselamatan dan 

aksesibilitas tinggi. Kinerja  perusahaan transportasi 

baik transportasi udara, transportasi laut maupun 

transportasi kereta api, yang berkaitan dengan 

kondisi manajemen, sarana dan prasarana 

transportasi, serta sumber daya manusia 

perusahaan transportasi berpengaruh besar 

terhadap keamanan transportasi. 



37 

RENJA POLRES MERANGIN TAHUN 2021 

- Kebijakan penambahan jumlah kendaraan bermotor 

yang tidak diimbangi dengan pembangunan sarana 

jalan berakibat kepada timbulnya berbagai masalah 

lalu lintas khususnya di kota besar, seperti 

kemacetan, kesemerawutan lalu lintas, kecelakaan 

akibat benturan sesama pengguna jalan, dsb. 

 

(g) Pembangunan Sektor Industri. 

Sebagian besar industri mempunyai masalah 

dengan pencemaran lingkungan, namun demikian 

penegakkan hukum masih lemah, sehingga 

dikhawatirkan kondisi ini berkelanjutan dan mempunyai 

dampak sosial yang luas. Selain itu permasalahan 

dengan warga sekitar acap kali termotivasi karena 

kurangnya perusahaan dalam memberdayakan warga 

sekitar perusahaan.  

Dengan pemberlakukan peraturan baru tentang 

Larangan ekspor bahan mineral mentah (ore atau raw 

material) mulai 2014 berakibat banyak perusahaan 

tambang yang gulung tikar akibatnya tidak produksi 

kembali perusahaan tersebut dan mengakibatkan 

karyawan dirumahkan yang akan menambah angka 

pengangguran.  

 

(h) Pembangunan Sektor Ketenagakerjaan. 

- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

yang belum menjamin keseimbangan kepentingan 

antara pengusaha dan tenaga kerja, sehingga ada 

kecenderungan resistensi dari pihak tenaga kerja 

terhadap setiap upaya revisi UU ini. 

- Akibat pemerintah belum mampu menciptakan 

kesempatan kerja di dalam negeri, telah mendorong 

minat angkatan kerja untuk berusaha mencari 

pekerjaan di luar negeri, dengan segala resiko yang 

dihadapi.Kondisi ini disebabkan oleh kenaikan harga 
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minyak dunia kemungkinan akan berdampak pada 

banyaknya PHK massal yang dilakukan oleh pihak 

industri maupun dunia usaha dalam rangka efesiensi 

dan mengurangi resiko kebangkrutan. 

- Selama ini pengelolaan TKI masih banyak 

mengalami kelemahan baik dari segi manajemen 

maupun tingkat kesiapan / profesionalisme TKI nya. 

Kondisi ini diperparah dengan sempitnya lapangan 

kerja serta kurang harmonisnya hubungan antara 

pengusaha dan pekerja, sedangkan perlindungan 

hukumnya belum optimal. 

- Berbagai masalah tenaga kerja yang belum teratasi, 

kecenderungannya masih terus akan dihadapi yaitu 

unras buruh dengan tuntutan peningkatan 

kesejahteraan, tolak outsourcing dan aksi solidaritas 

masyarakat terhadap keadaan TKI di Malaysia selain 

itu permasalahan lain yang dihadapi adalah Masalah 

PHK, Masalah UMR, Masalah berbagai jaminan 

asuransi dan tunjangan karyawan, Masalah TKI, 

Menurunnya kemauan Investor untuk ber investasi di 

Indonesia, Dan lain-lain. 

 

(2) Kondisi Ekonomi masyarakat. 

  

Hasil pembangunan nasional dibidang ekonomi belum 

banyak meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. 

Masyarakat Indonesia masih banyak menghadapi berbagai 

kesulitan ekonomi,  yang ditandai dengan banyaknya 

jumlah rakyat miskin, tingginya angka pengangguran, 

sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Kondisi tersebut 

merupakan kerawanan terhadap berkembangnya berbagai 

macam kejahatan, khususnya kejahatan yang berlatar 

belakang ekonomi, seperti pencurian biasa, pencurian 

dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, 

pencurian kendaraan bermotor, premanisme, penipuan, 
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penggelapan, pemalsuan, dan berbagai jenis kejahatan 

lainnnya yang berlatar belakang ekonomi. 

 

d) Sosial Budaya 

(1) Kemajemukan adat dan budaya daerah (terdapat 525 suku 

bangsa, 5 agama dan berbagai aliran kepercayaan 

masyarakat) selain merupakan potensi nasional yang 

mempunyai daya tarik terhadap wisatawan asing, namun 

juga merupakan potensi timbulnya konflik, apabila tidak 

dikelola dengan baik (kurang mempertimbangkan 

kepentingan dari adanya perbedaan tersebut), sewaktu 

waktu dapat berkembang menjadi kasus kerusuhan massa 

yang berlatar belakang dari adanya perbedaan.  

 

(2) Transformasi budaya yang terjadi dalam proses modernisasi 

tidak dapat dihindarkan, cenderung semakin berpengaruh 

luas pada sistem nilai, norma, dan tatalaku masyarakat 

yang dapat menimbulkan gejala krisis identitas. 

Penanaman nilai nilai - luhur budaya bangsa yang 

bersumber dari kebhinekaan masyarakat telah dilakukan secara 

berkelanjutan, namun belum mampu menjadi andalan untuk 

menangkal dan menyaring pengaruh budaya asing yang tidak 

sesuai dengan nilai– nilai luhur budaya bangsa, memposisikan 

nilai budaya sebagai acuan perilaku sehari-hari menuju 

penguatan jati diri bangsa, memberikansumbangan signifikan 

dalam menangani konflik sosial dan Mengangkat citra lokal 

yang menggambarkan keunggulan wilayah. 

Perkembangan masyarakat yang mengarah kepada sikap 

dan perilaku yang keluar dari nilai budaya bangsa antara lain :  

- Perilaku anarkhis destruktif. 

- Penggunaan narkoba. 

- Gaya kehidupan bebas. 
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- Menurunnya kepatuhan dan disiplin terhadap norma – norma 

yang ada. 

- dan lain – lain. 

 

e) Aspek Agama 

(1) Kehidupan beragama masih bersifat formalistik dan belum 

mampu meningkatkan keberimanan dan spiritualitas dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

(2) Pemahaman dan implementasi ajaran agama belum 

berkembang secara baik, bahkan pada sisi tertentu 

mengalami penurunan dan munculnya gejala fanatisme 

sempit. 

(3) Sebagian pemuka agama cenderung menggunakan agama 

untuk kepentingan tertentu (politisasi agama untuk 

kepentingan Partai Politik). 

(4) Munculnya pemahaman baru tentang ajaran agama serta 

mendapat penganut yang mengikuti aliran ajaran tersebut, 

hal itu  berdampak terhadap tuduhan terhadap kelompok 

atas aliran  sesat yang menyimpang dari ajaran agama 

kebanyakan.  

 

Perkembangan kehidupan beragama yang berpotensi 

terhadap  terjadinya gangguan Kamtibmas antara lain : 

 

(1) Dakwah. 

Adanya kegiatan dakwah yang meminta dukungan umat 

Islam untuk diterapkannya Syariat Islam bukan hanya 

dalam kehidupan umat beragama, tetapi juga dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

(2) Permasalahan Aliran / Sesat. 

Terdapat fenomena munculnya aliran / ajaran sesat yang 

menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga banyak 
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terjadi pengerusakan, pengusiran dan penganiayaan 

terhadap kelompok aliran/ajaran sesat tersebut. 

 

f) Aspek Keamanan 

(1) Berbagai permasalahan keamanan yan berpotensi 

menimbulkan gangguan keamanan, antara lan meliputi : 

- Lemahnya kepatuhan disiplin masyarakat dalam berlalu 

lintas, telah menimbulkan stigma bahwa melanggar lalu 

lintas adalah hal yang biasa, sehingga apabila terjadi 

kecelakaan lalu lintas, masyarakat cenderng 

menyelesaikan sendiri. 

- Gejala kebiasaan kurang baik  sebagian kecil 

masyarakat Kabupaten Merangin mengkomsumsi 

munuman keras beralkohol dapat menimbulkan 

permasalahan keamanan berupa terjadinya tindak 

pidana, maupun bentuk pelanggaran lainnya. 

- Rendahnya sanksi hukuman terhadap para pelaku 

kejahatan/pelanggaran, sehingga tidak menimbulkan 

efek jera para pelaku tindak pidana. 

- Kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat 

yang bersumber dari kondisi sosial, politik, ekonomi 

maupun budaya dapat berdampak pada meningkatnya 

permasalahan di tengah masyarakat.  

(2)  Klasifikasi daerah yang rawan potensi gangguan 

Kamtibmas antara lain : 

- Premanisme: Bangko, Tabir dan Sungai manau 

- Narkoba : Bangko, Tabir, Pamenang 

- Perjudian : Bangko 

- Illeggal logging : Tabir Ulu, Sungai Manau, Jangkat 

- Illegal minning : Bangko, Pamenang, Tabir, Sungai 

Manau 

- Curas : Tabir, Tabir Selatan, Pamenang 
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- Curat : Bangko, Pamenang, Tabir. 

(3)  Lokasi rawan gempa bumi tektonik : seluruh wilayah 

Kabupaten Merangin.  

(4)  Lokasi rawan banjir dan tanah longsor : Tabir, Pamenang, 

Sungai Manau.  

(5)  Adapun data Tindak Pidana sebagai berikut : 

 

trend gangguan kamtibmas tahun 2015 sampai 2019 yaitu : 

NO TAHUN JTP PTP KET 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

360 

423 

422 

409 

553 

236 

309 

379 

320 

373 

 

 

trend Laka lalu lintas tahun 2015 sampai 2019 sebagai 

berikut :    

NO TAHUN JUMLAH KERUGIAN  

( Rp ) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

58 

57 

54 

52 

59 

1.094.000.000 

646.600.000 

568.300.000 

445.300.000 

593.050.000 

 

pelanggaran lalu lintas tahun 2015 sampai  2019 sebagai 

berikut : 

NO TAHUN PELANGGARAN DENDA ( Rp ) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

4.580 

5.190 

8.115 

4.736 

5.322 

128.540.000 

121.926.000 

405.687.000 

276.396.000 

280.797.000 
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(6)  Bencana Alam  

Semakin seringnya terjadi bencana alam   (banjir dan 

tanah longsor)  perlu ditangani secara intensif dan 

terintegrasi agar tidak menimbulkan keresahan dan 

ketakutan masyarakat dengan melakukan upaya 

penyelamatan dan pengamanan terhadap korban jiwa, 

harta benda masyarakat.  

 

(7) Trend Situasi Kamtibmas 

Trend situasi Kamtibmas cenderung terjadi kenaikan 

dari tahun ketahun. Hal tersebut selain seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk juga sebagai dampak dari 

pengaruh perkembangan lingkungan strategis, baik global, 

regional maupun nasional.  

Dalam era globalisasi saat ini dinamika dan fenomina 

cyberspace merupakan konsekuensi logis dari kemajuan 

tehnologi dan informasi yang sangat pesat, sarana yang 

digunakan adalah situs jejaring sosial dimana 

keberadaannya telah mempengaruhi pola piker, pola sikap 

dan pola tindak setiap individu dalam pemanfaatan 

cyberspace, dampak negativenya maraknya pemberitaan 

yang bernuansa sara sehingga kondisi emosi dan psikologis 

masyarakat yang terhimpun dalam kerumunan massa 

(crow) akibat terprovokasi oleh informasi jejering media 

sosial dapat menimbulkan massa brutal karena 

dimanfaatkan oleh pok / gol tertentu untuk tujuan negative. 

 

(8) Terorisme 

(a). Penangkapan para pelaku yang diduga teroris di 

Jakarta, Banten Jawa Barat  terungkap bahwa saat ini 

yang menjadi Target Operasi dari teroris selain asset 

asing juga Kantor-kantor Kepolisian, karena dianggap 
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Polri merupakan penghambat kegiatan terror yang 

dilaksanakan. 

(b). Teroris diwilayah Poso di prediksi akan berusaha untuk 

memobilisasi dukungan masyarakat melalui aksi unras, 

perlawanan terhadap aparat dan pemberitaan di media 

massa yang memojokan Polri untuk menghambat gerak 

Polri dan Densus 88 AT segera memperkeruh stabilitas 

kamtibmas dengan mengangkat konflik islam- kresten 

di wilayah Poso. 

(c). Kasus penyerangan terhadap Polri akan terus terjadi 

sebagai aksi balas dendam dan kebencian pok radikal / 

masyarakat akibat penegakan hukum terhadap jaringan 

teroris maupun tuindakan kontra produktif.  

(d). Mudahnya masyarakat mendapat senpi, replika senpi 

dan senjata api olah raga (air sioft gun) di prediksi akan 

dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab 

untuk melakukan tindak kejahatan atau terror dengan 

tujuan ganggu stabilitas keamanan.  

(e). Diamankannya Warga Indonesia yang akan bergabung 

ISIS menunjukan bahwa simpatisan dan pendukung 

ISIS tetap tumbuh dan berkembang di Indonesia. 

 

b. Analisis SWOT 

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Polres 

Merangin dalam rangka melaksanakan fungsi keamanan tersebut dapat 

dianalisa dari faktor-faktor baik dari lingkungan intern maupun ekstern 

melalui analisa SWOT yaitu: 

1) Kekuatan (strength)  

a)  Jumlah personil polri Polres Merangin dan jajaran sampai tahun  

2020  adalah  425 Personil dengan ratio 1 : 805 Asumsi jumlah 

penduduk 336.050 jiwa. Dan jumlah PNS Polri Polres merangin 

3 Personil 
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b)  Polres Merangin memiliki 9 (Sembilan) Polsek dan 1 (satu) Pol 

Subsektor definitif yang didukung dengan sarana prasarana 

relatif terbatas, namun dari tahun ke tahun secara bertahap 

dilakukan perubahan. 

c)  Sarana operasional Polri dan peralatan dari berbagai jenis yang 

digunakan untuk mendukung kegiatan Operasional Polri telah 

digelar sampai ke Polsek-Polsek, polsubsektor dan Polpos, 

sebagian besar Polsek-polsek telah memiliki  Kendaraan R4 /  

R-2, dan Polres sudah dilengkapi  dengan bus dan truk serta  

peralatan Dalmas. 

d) Jumlah peralatan materiil Polres Merangin. 

(1) Ranmor  

- Roda – 6  :  4 Unit 

- Roda – 4  :  37 Unit 

- Roda – 3  :   - Unit 

- Roda – 2  :  146 Unit 

- Bus          :   2 Unit  

 

(2) Senpi      

- Senpi Genggam : 246 Pucuk 

- Senpi Pinggang : - Pucuk 

- Senpi Bahu  : 38 Pucuk 

 

(3) Amunisi    

- Tajam :   16.773 Butir  

- Karet :     6.576 Butir 

- Hampa :     4.900 Butir 

- Khusus :    -    Butir 

 

2) Kelemahan (Weaknesess) 

a) Belum tercukupinya rasio petugas operasional Polri dengan 

jumlah penduduk yang dilayani sehingga belum mampu 

memberikan pelayanan yang terbaik. 
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b)  Dari segi anggaran belum mampu untuk menerapkan 

Teknologi Informasi “ On Line “ dari Polsek ke Polres 

Merangin maupun sebaliknya. 

c)  Belum optimal peran serta masyarakat dalam kepatuhan 

hukum dan partisipasi terhadap tugas Polri/upaya 

mewujudkan perpolisian masyarakat. 

d) Masih rendahnya keterampilan dan kemampuan personel 

Polri terutama dalam segi penugasan ketentuan dan 

perundang undangan, penguasaan teknologi komunikasi basis 

komputer, teknologi dan bio kimia di bidang kriminalitas 

modern dalam menghadapi kwalitas dan kwantitas kejahatan 

yang semakin canggih serta masih tingginya proses birokrasi 

yang tidak efisien dalam penyelesaian perkara. 

e) Dukungan anggaran belum dapat memenuhi kebutuhan 

anggaran Polres Merangin sehingga prioritas hanya untuk 

kegiatan operasional dan mengesampingkan kebutuhan 

pengadaan fasilitas, materiil dan kesejahteraan personil 

akibatnya sering terjadi penyalahgunaan wewenang. 

f) Belum optimalnya hubungan dan koordinasi lintas sektoral 

dengan instansi terkait akan menghambat terlaksananya 

hubungan yang sinergis dengan instansi vertical maupun 

horizontal.  

g) Jumlah sarana dan prasarana yang ada tidak diikuti dengan   

dukungan   biaya   perawatan   sarana   dan  prasarana 

sehingga mengakibatkan menurunnya daya gerak dari sarana 

dan prasarana tersebut dalam mendukung tugas operasional 

terutama dalam menghadapi gangguan kamtibmas. 

3) Peluang (Opportunities) 

a) Semakin terjalinnya hubungan lintas sektoral dengan  

instansi/lembaga terkait (Partnership) dalam mendukung 

kebijakan Sinergi Polisional proaktirf. 

b) Pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat saling 

menunjang dengan kontribusi Pemda kepada Polri di daerah. 
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c) Peningkatanya partisipasi masyarakat  dalam setiap upaya 

perpolisian masyarakat termasuk kesediaan mengungkap 

perkara. 

d) Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kondisi yang lebih 

kondusif dan stabil sehingga terbebas dari rasa takut, ancaman 

dan gangguan. 

e)  Adanya dukungan dari Pemda Merangin untuk mendukung 

tugas  Kepolisian. 

f)  Kebutuhan dasar masyarakat secara umum akan terciptanya 

kondisi keamanan yang lebih kondusif dan stabil sehingga  

terbebas dari segala bentuk teror, ancaman dan gangguan 

yang sekaligus menjadi ancaman bagi setiap masyarakat. 

 

4) Ancaman (Threats) 

a) Meningkatnya pelanggaran hukum dengan indikator  

kriminalitas yang masih tinggi, mencakup empat golongan 

jenis kejahatan yaitu kejahatan konvensional, trans nasional 

crime, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan 

yang berimplikasi kontijensi. 

b) Tingkat gangguan keamanan dapat terjadi setiap waktu dan  

tempat, baik di kota, kelurahan bahkan sampai ditingkat desa. 

c) Kurang efektifnya penanggulangan kejahatan di areal 

pertambangan dan kehutanan, apabila tidak dibarengi 

penertiban internal instansi terkait dalam  mewujudkan 

pemerintah yang bersih. 

d) Apabila tidak ada keseriusan dari Polri dalam penanganan 

kasus  yang merugikan dan yang meresahkan masyarakat. 

e) Untuk memenuhi  kebutuhan hidup masyarakat yang semakin 

meningkat kadang kala sebagian orang menghalalkan segala 

cara termasuk kejahatan dan tindakan anarkis. 

f) Sistem hukum dan peradilan yang tumpang tindih, 

mengakibatkan kerancuan dalam melaksanakan penegakan 

hukum di lapangan, terutama menyangkut masalah 



48 

RENJA POLRES MERANGIN TAHUN 2021 

kewenangan institusi mana yang berkompoten untuk 

menangani. 

g) Tingkat kepatuhan dan displin terhadap hukum yang masih 

rendah  sehingga pelanggaran hukum dianggap hal biasa dan 

cenderung dalam menangani masalah keamanan, bertindak 

main hakim sendiri. 

 

2.  Identifikasi Masalah 
 

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja 

Polres Merangin, antara lain : 

a. Polres Merangin konsisten dalam melakukan perubahan sebagaimana 

yang  diamanatkan dalam program restruktirisasi organisasi Polri 

(Perkap 23) guna mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, 

akuntabel dan transparan, namun apa yang telah menjadi prinsip 

penataan kekuatan personil polri yakni : Polres besar dan Polsek kuat 

belum dapat dilakukan sesuai dengan harapan dikarenakan belum 

terpenuhinya personil sesuai dengan DSP dan sarpras 

b. Adanya pemekaran wilayah di Kabupaten Merangin menjadi 24 

kecamatan dan baru mempunyai 9 (sembilan) Polsek definitife dan 1 

(satu) polsubsektor sehingga menghambat  kerjasama antar istansi 

pemerintah tingkat kecamatan 

c. Tingginya tingkat kriminalitas serta terbatasnya kemampuan Personil  

Polres Merangin yang professional dan ahli dalam melaksanakan 

tupoksinya 

d. Tingkat Kemampuan penyelesaian perkara masih rendah dibandingkan 

dengan tindak pidana yang ada terjadi 

e. Masih lemahnya kemampuan Intelijen keamanan dalam mengunakan 

sumber- sumber primer dan jaringan informasi untuk mencegah 

gangguan kamtibmas 

f.  Minimnya dukungan anggaran untuk biaya perawatan sarana dan 

prasaran serta fasilitas 
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 i. Perlunya penanganan pada 4 (empat) jenis kejahatan terutama 

kejahatan yang meresahkan masyarakat  antara lain : judi, premanisme, 

narkotika,  kejahatan di dunia maya, pembalakan  liar, pertambangan 

tanpa ijin, dan kejahatan terhadap perempuan dan anak. 

 

II. TUJUAN DAN SASARAN 
 

3. Visi dan Misi 

a. Visi Polri 

 “Terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib”. 

b. Misi Polri 

“Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat”. 

c. Visi Polda Jambi 

“Terwujudnya Kota Jambi yang aman dan tertib terhadap ancaman 

gangguan kamtibmas yang berintensitas tinggi“. 

d. Misi Polda Jambi 

“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat dari ancaman 

gangguan kamtibmas yang berintentitas tinggi dalam rangka 

memelihara kamtibmas & Menegakkan Hukum”. 

 

e. Visi Polres Merangin 

“Terwujudnya Kota Jambi yang aman dan tertib terhadap ancaman 

gangguan kamtibmas yang berintensitas tinggi khususnya di kabupaten 

Merangin”. 

Makna Visi : 

Terwujudnya Kabupaten Merangin yang Aman dan Tertib guna 

mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia 

Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong-Royong 

 

f. Misi Polres Merangin 

“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat dari ancaman 

gangguan kamtibmas yang berintentitas tinggi dalam rangka 

memelihara kamtibmas & Menegakkan Hukum”. 
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Makna Misi : 

Makna:  

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan 

perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada 

seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan 

kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, 

bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup 

berkelanjutan. 

Adapun Janji Presiden (JP) di Polri ialah : 

a. penegakkan hukum terhadap kejahatan Premanisme, Lingkungan Hidup, 

Narkoba, TPPU, Radikalisme, Terorisme dan Intoleransi serta PPA; 

b. meningkatkan Sinergi dan Kerjasama antar Lembaga penegak hukum dan 

TNI; 

c. mengembangkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri, 

reformasi birokrasi guna menekan menekan budaya koruptif dan tindakan 

yang berlebihan atau kekerasan eksesif. 

 

4. Tujuan  

a. Tujuan Polri 

1) Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di 

seluruh wilayah NKRI; 

2) Menegakkan hukum secara berkeadilan; 

3) Mewujudkan Polri yang professional; 

4) Modernisasi pelayanan Polri; 

5) Menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya. 

 

b. Tujuan Polda Jambi 

1)  Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di 

Provinsi Jambi; 

2) Menegakkan hukum secara berkeadilan; 

3) Mewujudkan Polri yang professional; 

4) Modernisasi pelayanan Polri; 

5) Menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya.. 
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c. Tujuan Polres Merangin 

1)  Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di 

Kabupaten Merangin; 

2) Menegakkan hukum secara berkeadilan; 

3) Mewujudkan Polri yang professional; 

4) Modernisasi pelayanan Polri; 

5) Menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya. 

 

5. Sasaran Prioritas tahun 2021 

a.  Sasaran prioritas Polri 

Sasaran Prioritas Polri tahun 2021 adalah : 

1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; 
 
2) Penegakan hukum secara berkeadilan; 
 
3) Profesionalisme SDM; 
 
4) Modernisasi teknologi; 
 
5) sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata kelola 

pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani.  
 

b. Sasaran Prioritas Polda Jambi 

Untuk Polda Jambi, Sasaran Prioritas tahun 2021 adalah sebagai 

berikut:   

1) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; 
 
2) Penegakan hukum secara berkeadilan; 
 
3) Profesionalisme SDM; 
 
4) Modernisasi teknologi; 
 
5) sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata kelola 

pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani. 
 

 
c.  Sasaran Prioritas Polres Merangin 

Untuk Polres Merangin, Sasaran Prioritas Tahun 2021 adalah 

sebagai berikut:   

1) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; 
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2) Penegakan hukum secara berkeadilan; 
 
3) Profesionalisme SDM; 
 
4) Modernisasi teknologi; 
 
5) sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata kelola 

pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani; 
 

 

III.  ARAH KEBIJAKAN  

 6.  Arah Kebijakan dan strategi Tahun 2021 

a. Polda Jambi 

Arah kebijakan dan strategi Polda Jambi disusun dengan memperhatikan arah 

kebijakan nasional tentang keamanan dan ketertiban dalam negeri. Arah kebijakan 

pembangunan nasional tersebut termuat dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-

2025, yang berisikan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJPN 2005-2025, 

RPJMN tahap ke-4 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang 

mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai 

bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh 

berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM 

berkualitas dan berdaya saing. Arah kebijakan dan strategi Polda Jambi juga 

disusun  dengan  mengkaji terlebih dahulu lingkungan strategis yang sedang 

terjadi dan yang diproyeksikan akan terjadi, baik secara eksternal maupun 

internal. Arah kebijakan kemudian di susun dengan dengan merujuk kepada visi, 

misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. 

 

a. Arah kebijakan Polda Jambi dalam rangka pencapain sasaran strategis 

“Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, untuk mewujudkan 

arah kebijakan sebagai berikut : 

1) pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial 

dan gangguan Kamtibmas lainnya;  

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi 

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu: 

a) memetakan potensi terorisme, aksi radikal termasuk wanita dan 

anak-anak, konflik sosial, dan gangguan Kamtibmas lainnya; 
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b) melakukan Lidikpamgal dengan fokus kepada potensi terorisme, 

aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya; 

c) meningkatkan efektivitas dan pembinaan/penyuluhan terhadap 

penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan 

Kamtibmas lainnya; (Janji Presiden) 

d) memperkuat sistem manajemen pengamanan objek vital nasional 

dan objek vital lainnya yang rentan memerlukan pengamanan; 

e) penanganan konflik secara humanis yang dilakukan oleh Binmas, 

Samapta dan Brimob. 

2) peningkatan keamanan Laut :  

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi 

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu : 

a) meningkatkan patroli perairan dan udara dalam mendeteksi 

termasuk penguatan kapasitas cakupan operasi keamanan laut   

di perbatasan; 

b) memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut; 

c) meningkatkan penegakan hukum di wilayah perairan NKRI; 

3) Peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas; 

  untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi 

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:  

a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran 

dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya; 

b) peningkatan kualitas penerangan dan pendidikan tertib lalu lintas; 

c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan 

permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes 

Polri. 

4) Peningkatan desa/kelurahan sadar kamtibmas 

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi 

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu: 

a) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara   

keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b) Menggerakkan stakeholder terkait, Toga dan Toma dalam    

mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas; 

c) partnership potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah 

tangkal Kamtibmas, mengoptimalkan dan menerapkan 
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pendekatan “keadilan restoratif serta peran mediasi” dalam setiap 

konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas. 

5) melaksanakan “Efektivitas Operasional” kegiatan operasional Polri; 

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi 

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu: 

a) peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional Polri 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas; 

(2) mengembangkan manajemen operasi kepolisian 

(perencanan, pelaksanaan dan pengawasan); 

b) peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media 

dengan langkah-langkah sebagai berikut 

(1) mengelola media konvensional dan media digital secara 

efektif dalam membangun kepercayaan publik; 

(2) menetralisir berita negatif (hoax) yang dapat mengganggu 

Kamtibmas; 

c) penguatan sistem informasi Polri berbasis “Big Data Polri” dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan 

tepat waktu; 

(2) mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat 

Polsek sampai tingkat Mabes Polri; 

(3) meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil Litbang Polri. 

 

b. Arah kebijakan Polda Jambi dalam rangka pencapain sasaran strategis 

“Penegakan Hukum secara Berkeadilan”, Untuk mewujudkan pencapaian 

arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi yang akan dilakukan adalah; 

 
1) Peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dan terorisme 

yang menjadi atensi publik; 

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi 

Polri yang akan dilakukan yaitu :  

(a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan 

penegakan hukum; 
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(b) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik siber Polri guna 

mendukung Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber; 

(c) meningkatkan kerja sama nasional internasional di bidang 

penyelidikan dan penyidikan;(Janji Presiden) 

(d) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara 

tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi atensi publik 

serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan 

negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan 

hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk 

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber; (Janji Presiden) 

(e) menangani kekhawatiran penduduk keluar dimalam hari; 

(f) peningkatan kemampuan, kualitas dan kuantitas SDM Bidang 

Digital Forensik bagi pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam 

pengolahan tempat kejadian perkara (Crime Scene Investigation); 

 
2) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal 

nasional (SPPT-TI); 

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi 

Polri yang akan dilakukan yaitu: 

(a) Mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antarsatker 

Polri dan aparat penegak hukum; 

(b) Standarisasi data kriminal nasional; 

(c) Menegmbangkan sistem informasi kriminal nasional yang 

terintegrasi. 

 
3) Pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak. 

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi 

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu: 

a) Memperkuat kapabilitas dan kompetensi dalam perlindungan 

perempuan dan anak; 

b) Melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan 

anak. 

c) melaksanakan penindakan T.P Perdagangan Orang (TPPO) dan 

menerapkan pendekatan “keadilan restoratif" terhadap kejahatan 

perempuan dan anak serta kaum disabilitas. (Janji Presiden) 
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c. Arah kebijakan Polda Jambi dalam rangka pencapain sasaran strategis 

“Profesionalisme SDM”, Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan 

tersebut diatas, maka strategi yang akan dilakukan adalah; 

1) Peningkatan kualitas SDM Polri   

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi 

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu: 

a) Melakukan reformasi pengelolaan SDM secara professional; 

b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri yang siap 

kerja dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik serta 

kepuasan masyarakat; 

c) melakukan sertifikasi bagi para tenaga pendidik, penyidik Polri dan 

penguatan kapasitas SDM Keamanan Siber; 

d) meningkatkan kesejahteraan SDM; (Janji Presiden) 

 
d. Arah kebijakan Polda Jambi dalam rangka pencapaian sasaran strategis 

“Modernisasi Teknologi” untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan 

tersebut, maka strategi pembangunan  yang akan dilakukan yaitu: 

 
1) memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polri tahun 

2020-2024 termasuk peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara 

Industri Strategis (BUMNIS) dan industri swasta nasional dalam 

pemenuhan Almatsus Polri; 

2) melakukan modernisasi sarana prasarana operasional guna 

mendukung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) serta Satpas 

(Satuan Penyelenggara Administrasi) sesuai Standar Pelayanan 

Minimal (SPM); 

3) melakukan modernisasi kapal kelas A-1 dengan ukuran Panjang        

90-95 M dan Unmanned Aerial Vehicle (UAV)-Drone dalam rangka 

mendukung kegiatan keamanan laut; 

4) membangun Big Data/Single Data Entry Polri; 

5) membangun smart security di Ibu Kota Negara Baru; 

6) membangun rumah dinas/flat dan Rusun bagi personel Polri; 

7) membangun rumah sakit/layanan kesehatan bagi anggota Polri. 
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e. Arah kebijakan Polda Jambi dalam rangka pencapaian sasaran strategis 

“Sistem pengawasan yang akuntabel,  Bersih, Terbuka dan Melayani” 

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijkan tersebut, maka strategi 

pembangunan yang akan dilakukan yaitu: 

1) melaksanakan “Layanan Publik Polri yang Prima”; 

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut,  maka strategi 

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu: peningkatan pelayanan 

prima dan kedekatan dengan masyarakat dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a) meningkatkan inovasi pelayanan publik Polri; 

b) meningkatkan pelayanan data dan informasi kriminal nasional 

melalui akses yang mudah; 

c) meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polri dalam 

berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan; 

2) reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri; 

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi 

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu: 

a) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang 

andal; (Janji Presiden) 

b) membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri; 

c) meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Mabes sampai 

dengan Polsek; 

3) melaksanakan “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran”; 

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi 

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu: 

a) penguatan akuntabilitas kinerja Polri dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

(1) meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran 

Polri; 

(2) menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reviu 

anggaran Polri; 

b) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polri 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polri; 
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(2) menyusun LKIP Polri; 

4) melaksanakan “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif”; 

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi 

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu: 

1) penguatan regulasi Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) memperkuat kerangka regulasi Polri; 

b) memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya 

fungsi hukum secara efektif; 

2) Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat 

secara online guna mempercepat penyelesaian pengaduan 

masyarakat; 

b) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik 

dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan. 

mengefektifkan kegiatan Saber Pungli di area pelayanan 

publik; (Janji Presiden) 

 

b. Polres Merangin 

 Arah kebijakan dan strategi Polres Merangin disusun dengan 

memperhatikan arah kebijakan nasional tentang keamanan dan ketertiban 

dalam negeri. Arah kebijakan pembangunan nasional tersebut termuat dalam 

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang berisikan tahapan dan 

prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN). Dalam RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-4 bertujuan 

untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan 

makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan 

menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan 

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM 

berkualitas dan berdaya saing. Arah kebijakan dan strategi Polres Merangin 

juga disusun  dengan  mengkaji terlebih dahulu lingkungan strategis yang 

sedang terjadi dan yang diproyeksikan akan terjadi, baik secara eksternal 
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maupun internal. Arah kebijakan kemudian di susun dengan dengan merujuk 

kepada visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. 

 

a. Arah kebijakan Polres Merangin dalam rangka pencapain sasaran strategis 

“Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”. untuk 

mewujudkan arah kebijakan sebagai berikut : 

1) pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial 

dan gangguan Kamtibmas lainnya; 

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi 

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu : 

a) memetakan potensi terorisme, aksi radikal termasuk wanita dan 

anak-anak, konflik sosial, dan gangguan Kamtibmas lainnya; 

b) melakukan Lidikpamgal dengan fokus kepada potensi terorisme, 

aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya; 

c) meningkatkan efektivitas dan pembinaan/penyuluhan terhadap 

penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan 

gangguan Kamtibmas lainnya; (Janji Presiden) 

d) memperkuat sistem manajemen pengamanan objek vital nasional 

dan objek vital lainnya yang rentan memerlukan pengamanan; 

e) penanganan konflik secara humanis yang dilakukan oleh Binmas 
dan Samapta; 

2) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas; 

 untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi 

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu: 

a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran 

dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya; 

b) peningkatan kualitas penerangan dan pendidikan tertib lalu lintas;; 

c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan 

permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes 

Polri.  
 

3) Peningkatan desa/kelurahan sadar kamtibmas 

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi 

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu: 

a) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara   

keamanan dan ketertiban masyarakat; 
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b)  Menggerakkan stakeholder terkait, Toga dan Toma dalam    

mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas; 

c) partnership potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah 

tangkal Kamtibmas, mengoptimalkan dan menerapkan 

pendekatan “keadilan restoratif serta peran mediasi” dalam setiap 

konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas. 

4) melaksanakan “Efektivitas Operasional” kegiatan operasional Polri; 

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi 

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu: 

a) peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional Polri 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas; 

(2) mengembangkan manajemen operasi kepolisian 

(perencanan, pelaksanaan dan pengawasan); 

b) peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media dengan 

langkah-langkah sebagai berikut 

(1) mengelola media konvensional dan media digital secara 

efektif dalam membangun kepercayaan publik; 

(2) menetralisir berita negatif (hoax) yang dapat mengganggu 

Kamtibmas; 

c) penguatan sistem informasi Polri berbasis “Big Data Polri” dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan 

tepat waktu; 

(2) mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat 

Polsek sampai tingkat Mabes Polri; 

(3) meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil Litbang Polri. 

 
b. Arah kebijakan Polres Merangin dalam rangka pencapaian sasaran strategis 

“Penegakan Hukum secara Berkeadilan”, Untuk mewujudkan pencapaian 

arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi yang akan dilakukan adalah; 

 
1) Peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dan terorisme 

yang menjadi atensi publik; 
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untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi 

Polri yang akan dilakukan yaitu:  

(a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan 

penegakan hukum;; 

(b) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik siber Polri guna 

mendukung Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber; 

(c) meningkatkan kerja sama nasional internasional di bidang 

penyelidikan dan penyidikan;(Janji Presiden) 

(d) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara 

tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi atensi publik 

serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan 

negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan 

hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk 

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber; (Janji Presiden) 

(e) menangani kekhawatiran penduduk keluar dimalam hari; 

(f) peningkatan kemampuan, kualitas dan kuantitas SDM Bidang 

Digital Forensik bagi pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam 

pengolahan tempat kejadian perkara (Crime Scene Investigation). 

 
2) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal 

nasional (SPPT-TI); 

 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi 

Polres Merangin yang akan dilakukan yaitu : 

(a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antarsatker 

Polri dan aparat penegak hukum; 

(b) standardisasi data kriminal nasional; 

(c) mengembangkan sistem informasi kriminal nasional yang 

terintegrasi. 

 
3) Pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak:  

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi 

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu: 

a) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik 

pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak; 

b) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan 

dan anak; 
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c) melaksanakan penindakan T.P Perdagangan Orang (TPPO) dan 

menerapkan pendekatan “keadilan restoratif" terhadap kejahatan 

perempuan dan anak serta kaum disabilitas. (Janji Presiden) 

 
c. Arah kebijakan Polres Merangin dalam rangka pencapain sasaran strategis 

“Profesionalisme SDM”, Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan 

tersebut diatas, maka strategi yang akan dilakukan adalah; 

1) peningkatan kualitas SDM Polri 

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi 

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:   

a) melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional; 

b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri yang siap 

kerja dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik serta 

kepuasan masyarakat; 

c) melakukan sertifikasi bagi para tenaga pendidik, penyidik Polri dan 

penguatan kapasitas SDM Keamanan Siber; 

d) meningkatkan kesejahteraan SDM; (Janji Presiden) 

 
d.  Arah kebijakan Polres Merangin dalam rangka pencapaian sasaran strategis 

“Modernisasi Teknologi”  untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan 

tersebut, maka strategi pembangunan  yang akan dilakukan yaitu: 

1) memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polri tahun 

2020-2024 termasuk peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara 

Industri Strategis (BUMNIS) dan industri swasta nasional dalam 

pemenuhan Almatsus Polri; 

2) melakukan modernisasi sarana prasarana operasional guna 

mendukung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) serta Satpas 

(Satuan Penyelenggara Administrasi) sesuai Standar Pelayanan 

Minimal (SPM); 

3) membangun Big Data/Single Data Entry Polri; 

4) membangun rumah dinas/flat dan Rusun bagi personel Polri; 
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e. Arah kebijakan Polres Merangin dalam rangka pencapaian sasaran strategis 

“Sistem pengawasan yang akuntabel,  Bersih, Terbuka dan Melayani” 

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijkan tersebut, maka strategi 

pembangunan yang akan dilakukan yaitu: 

 
1) melaksanakan “Layanan Publik Polri yang Prima”;  

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut,  maka strategi 

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu: peningkatan pelayanan 

prima dan kedekatan dengan masyarakat dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

(a) meningkatkan inovasi pelayanan publik Polri; 

(b) meningkatkan pelayanan data dan informasi kriminal nasional 

melalui akses yang mudah; 

(c) meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polri dalam 

berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan 

 
2) Reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri 

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi 

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu: 

a) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang 

andal; (Janji Presiden) 

b) membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri; 

c) meningkatkan manajemen kinerja Polri sampai dengan Polsek; 

 
3) melaksanakan “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran”; 

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi 

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu : 

a) penguatan akuntabilitas kinerja Polri dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

(1) meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran 

Polri; 

(2) menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reviu 

anggaran Polri; 

b) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polri 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
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(1) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polri; 

(2) menyusun LKIP Polri ; 

 

4)  melaksanakan “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif”; 

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi 

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu : 

a) penguatan regulasi Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut  

(1) memperkuat kerangka regulasi Polri; 

(2) memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya 

fungsi hukum secara efektif; 

b) Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

(1) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat 

secara online guna mempercepat penyelesaian pengaduan 

masyarakat; 

(2) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik 

dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan. 

(3) mengefektifkan kegiatan Saber Pungli di area pelayanan 

publik; (Janji Presiden) 
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IV. PROGRAM DAN KEGIATAN  

 

7. Program dan kegiatan. 

 

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Polri. 

1) tujuan; 

a) menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara 

optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pelayanan internal 

dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, 

akuntabel dan terintegrasi; 

b) Mewujudkan Polri yang profesional, transparan dan akuntabel 

dalam rangka Good Governance dan Clean Government 

sebagai implementasi reformasi birokrasi; 

c) Menyelenggarakan pengkajian, penelitian dan pengembangan 

yang berhubungan dengan teknologi Kepolisian untuk 

mendukung tugas kepolisian agar memenuhi standar 

peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang terjangkau 

oleh produksi dalam negeri. 

d) Menyelenggarakan pembinaan dan advokasi hukum serta 

membangun landasan hukum dalam rangka pelaksanaan 

tugas pokok Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan. 

2) kegiatan; 

a) Penerangan masyarakat; 

b) Dukungan pelayanan internal perkantoran Polri; 

c) Pertanggung jawaban profesi; 

d) Penyelenggaraan pengamanan internal Polri; 

e) Penegakan tata tertib dan disiplin Polri; 

f) Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan; 

g) Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum; 

h) Penyusunan dan Penyuluhan Hukum; 

i) Penyusunan kebijakan Polri; 

j) Reformasi Birokrasi Polri; 

k) Manajemen anggaran;  
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b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri.  

1) tujuan; 

mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui 

ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik 

kualitas maupun kuantitas. 

2) kegiatan; 

Dukungan Manajemen dan teknik sarpras 

 

c. Program Pemeliharaan Kamtibmas. 

1) tujuan; 

a) mengembangkan langkah - langkah strategi dan mencegah 

suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun 

kuantitas, sampai kepada penanggulangan sumber; 

b) Memperluas kerjasama bidang keamanan, pendidikan dan 

pelatihan dengan kemeterian/Lembaga baik dalam maupun 

luar negeri; 

c) mendekatkan Polisi dengan berbagai komunitas masyarakat 

agar terdorong bekerja sama dengan Kepolisian secara 

proaktif dan saling mengandalkan untuk membantu tugas 

Kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban 

bersama (Community Policing); 

d) memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan 

ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh 

warga masyarakat Indonesia dalam beraktivitas untuk 

meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, 

ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera, 

kerugian serta korban akibat gangguan keamanan dimaksud; 

e) Menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban 

masyarakat berkadar tinggi, kerusuhan massa, kejahatan 

terorganisir bersenjata api dan bahan peledak. 

2) kegiatan; 

a) analisis keamanan; 

b) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang 

politik; 



67 

RENJA POLRES MERANGIN TAHUN 2021 

c) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang 

ekonomi; 

d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang 

sosial budaya; 

e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang 

keamanan Negara. 

f) dukungan manajemen pemeliharaan  keamanan dan 

ketertiban masyarakat; 

g) pembinaan pelayanan fungsi sabhara; 

h) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan 

masyarakat di bidang lantas; 

i) Pembinaan potensi keamanan; 

j) pengendalian operasi kepolisian. 

 

d. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. 

1) tujuan; 

Terciptanya rasa aman terhadap kejahatan konvensional, 

kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara 

dan kejahatan berimplikasi kontijensi; 

2) kegiatan; 

a) Penindakan tindak pidana Laka lantas; 

b) penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana; 

c) penindakan Tindak Pidana umum; 

d) penindakan Tindak Pidana narkoba; 

e) penindakan Tindak Pidana ekonomi khusus; 

f) penindakan Tindak Pidana korupsi; 

g) penindakan Tindak Pidana Siber; 

h) penindakan Tindak Pidana tertentu; 

i) Pengawasan penyidikan. 
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8. Pagu Indikatif 

 Pagu Indikatif Polres Merangin Tahun 2021 sebesar Rp 44.956.403.000,-

dengan perincian sebagai berikut: 

a. Program Dukungan manajemen  

3070 penerangan masyarakat  78.192.000 

3073 Dukungan pelayanan internal perkantoran 

polri 

29.572.405.000 

3088 Pertanggungjawaban profesi 6.000.000 

3089 Penyelenggaraan pengamanan Internal Polri 12.000.000 

3090 Penegakan tata tertib dan disiplin Polri 7.000.000 

3091 Penyelenggaraan pemeriksaan dan 

pengawasan 

25.500.000 

3154 memberikan bantuan dan nasehat hukum 6.000.000 

3155 Penyusunan dan penyuluhan hukum 22.000.000 

5051 penyusunan kebijakan Polri 31.595.000 

5053 Reformasi Birokrasi Polri 12.000.000 

5054 Manajemen anggaran 26.580.000 

5056 Pengelola Informasi dan Dokumentasi 700.000 

J U M L A H 29.799.272.000 

 

 

b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri 

5059 Dukungan Manajemen dan teknis Sarpras 4.710.233.000 

J U M L A H 4.710.233.000 
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c. Program pemeliharaan kamtibmas 

3112 Analisis keamanan 49.711.000 

3114 Penyelenggaraan strategi keamanan dan 

ketertiban bidang Politik 

 388.881.000 

3115 Penyelenggaraan strategi keamanan dan 

ketertiban bidang ekonomi 

334.174.000 

3116 Penyelenggaraan strategi keamanan dan 

ketertiban bidang Sosial Budaya 

388.881.000 

3117 Penyelenggaraan strategi keamanan dan 

ketertiban bidang Keamanan negara 

334.544.000 

3128 Dukungan Manajemen  2.371.647.000 

3130 Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara 696.300.000 

3133 peningkatan pelayanan keamanan dan 

keselamatan masyarakat di bidang Lantas 

527.712.000 

5076 Pembinaan potensi keamanan 1.512.458.000 

5080 Pengendalian operasi Kepolisian 563.984.000 

J U M L A H 7.168.292.000 

 

 

d. Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

   

3140 Penyelenggaraan identifikasi penyelidikan 

dan penyidikan tindak pidana 

19.040.000 

3142 Penindakan tindak pidana umum 1.833.018.000 

3144 Penindakan tindak pidana Narkoba 936.745.000 

3145 Penindakan tindak pidana Ekonomi Khusus 50.000.000 

3146 Penindakan tindak pidana Korupsi 185.000.000 

3151 Penindakan tindak pidana Siber 46.715.000 

4343 Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas 105.088.000 

5083 Penindakan tindak pidana Tertentu 93.000.000 

5086 Pengawasan penyidikan 10.000.000 

J U M L A H 3.278.606.000 
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V.   PENUTUP 
 

Demikian Rencana Kerja Polres Merangin Tahun 2021 untuk dapat dijadikan bahan 

dalam menentukan langkah dan kebijakan selanjutnya. 

 

Ditetapkan di : Bangko 

pada tanggal :  16  September  2020 

KEPALA KEPOLISIAN RESOR MERANGIN 

 

 

IRWAN ANDY PURNAMAWAN, S.I.K. 

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80041234 

 


